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BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten
Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daersh yang melaksanakan fungsi
penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kominfo, statistik dan persandian
dibertuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan
Informatika dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun
2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat
Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dimana tugas dan fungsinya
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan  di Bidang Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian.

Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan
aplikasi berbasis teknologl informasi dan komunikasi, tak terkecuali dalam
proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dituntut untuk akeif
mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi penggunaan  Telmologi
Infermasi dan Komunikasi [TIK) di segala sektor,

Dengan demikian akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas di
bidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Peninghkatan
mutu  penyelenggarasn pemerintahan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi merupakan salah samn  upaya pemerintah menciptakan
transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Akuniabilitas organisasi yang diharapkan akan bermuara pada
penyelenggaraan good governance ini dapat terlaksana dengan optimal melalui
pemanfaatan e-government. Melalul pemanfaatan e-government secara oplimal
maka tidak terbatas pada kesiapan infrastruktur dan aparatur dalam
pelayanan kepada masyarakat tetapi juga akan meningkatkan kesempatan
bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengakses informatika publik,

Dalam rangka melaksanakan tugas polek dinas, agar dapat mencapai
hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selavar Tahun
2025.20209 disusun sebagai Langkah perjalanan Rencana Strategis organisasi
Satuan Perangkat Kerja Daerah yang di breakdoum dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD| Kabupaten Kepulauan Seclayar
Tahun 2025-2029 yang telah memuat ftujuan, kebijakan, program,
pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyasunian Renstra Dinaa
Komunikasi, Informatila, Statistik dan Persandian Kabupaten Hepulauan



Selayar Tahun 2025-2029 diarahkan scbegai Langkah akselerasi dan
mengsinergikan perencanaan scbagai tahapan penguatan, perluasan,
pendalaman dan sckaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program vang
telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya,



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah
sebagai berkut

X:

10,

Undang-undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan MNasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangksa Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 fentang Pengelolaan
Keuangan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Momor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6322),
Undang-Undang Nemor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan
Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahurn 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Womaor TOTT];
Peraturan Presiden MNomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasiz Elelctronik;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Peraturan Presiden Nomor |2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



12,

13

14,

13

16,

17.

18,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubshan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rncana Pembangunan Jangka
Menengah Diaerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nogor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dialam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Komunikasi dan Informatika;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900,1.15.5-3406 Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050, 5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

Kepmendagn Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga
atas Keputusan Menterl Dalam Negeri Momor 050.5889 Tahun 2021
tentang Haail Verfikasi, Validaai den Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Dasrah;

Instrulesi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengsh Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral (EPPS).

. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah
Dasrah;

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesl Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041
{Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);



il

i

21,

23,

23.

24,

23,

Peraturan Dasrah Provinei Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024 Momor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsl Sulawes! Selatan
MNomor 340);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulavan Selayar Nomor 3 Tahun 2010
tentang Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencansan Pembangunan Daerah [Lembaran Dacrah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daergh Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahwun 2012-2032;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulavan Selayar Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulanan Selayar [Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Momor 113);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 20024
tentang Rencana Pembangunan Janghksa Panjang Daerah Tahun 2025-2024
{Lembaran dacrah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);

. Peraturan Daernh Nomaor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-
2029 (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor
138).

. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 19 Tahun 2024 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statiatik dan Persandian Kabupaten Kepulauan
Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor

805).
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 disusun
menurut sistematika sesuai Instruks: Menten Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025, sebagai beribout :

BAB1 PENDAHULUAN

2.
3.
4,

Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029
Dasar Hukum Penyusunan

Malesud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB 1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS HOMUNIKASI, IFORMATIHA,
STATISTIKE DAN PEREANDILAN

:

2.

3.

Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas
Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian

Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian

Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

Mintra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Perzandian dalam pemberian Pelayanan

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian

BAE III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH EEBLTAKAN

2,

a,
4,

Tujuan Jangksa Menengah Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian 2025-2029

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian

Strategl Perangkat Daerah

Arah Kebijakan

BAB IVFROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

L

2.

3.

4,

Uraian Program Dines Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian

Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan beseria kinerja, indikator,
target dan pagu indikatif

Program, Kegiatan, Subkegiatan yang mendukung program
prioritas pembangunan dasrah dan Prioritas Nasional
Indikator Kinega Utama (KU dan Indikator Kinerja Kunci
(IKK] Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian bagi urusan Pemerintahan daerah

EABV FENUTUP
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2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
BETATIETIK DAN PERBANDIAN

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS EOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Dinas Komunileasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Kepulauan Selayar dibentuk melalui  Peraturan Daerah  Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati
Kepulauan Selayar Nomor 19 Tehun 2024 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Pungsi serta Tata Kerja Dinas Komunilkasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
Tugas
Dinas Homunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempuny:@ad
tugas melaksanakan urusan pemeriniahan bidang komunileas:, informatilka,
statistik dan persandian yvang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
Fungsi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyad
fumgai
a. Perumusan kebijakan wurusan pemerintah bidang komunikasi,
informatika Statistik dan persandian;
b. Pelaksanaan kebjakan urusan pemerintahan bideng komunikasi,
informatika, Statistik dan persandian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
komuanileasi, informatika, Statistik dan persandian;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
g, Pelaksanaan Pungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait Tugas dan
Fungsinys;
Btruktur Dinas Homunikasl, Informatiks, Statistik dan Persandian

Struktur Organisasi Dinas Homunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian terdin dar:
a. Kepala Dinas;
b. sekretariat, terdin atas:
1. subbagian program;
2. subbagian umum, kepegawalan dan hukum; dan
3. subbagian keuangan;
c. bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi
publik;



d. bidang aplikasi dan informatika;
¢. bidang statistik;

f. bidang persandian; dan

£ kelompok Jabatan Fungsional,

Berdasarkan atruktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas
pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organ sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyni Tugas bertugas membantu  Bupati

menyelenggarakan urusan pemerintahan:

a. bidang komunikasi dan informatika;

b. bidang statistik: dan

c. bidang persandian.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud tersebut diatas,

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

8. perumusan kebijekan wurusan pemerintah bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian:

b. pelaksanaan kebijakan wurusan pemerintgshan bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

¢, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya,

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu

a. menyusun rencana kera Dinas sebaga pedoman pelaksanaan tugas,
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
ingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun TANCAnZAn, mengorelksi, mernaraf dan / atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuni dengan bidang tugasnya;

f mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas dengan instansi terkait;

g menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
usaha dan/atau kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik,
dan persandiamn;

h. menyelenggarakan ecvaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;
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merumuskan pedoman, petunjuk teknis, kebijakan dan pembinaan di
bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian:
menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian manfaar di bidang
komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

menyelenggarakan pembinasn pengembangan bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian:

menyelenggarakan  perlindungan dan  pengamanan  di bidang
komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

- mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauarn, pengendalian,

dan evaluasi kebijakan telmis di bidang komunikasi, informatika.
statistik dan persandian:

. menyelenggarakan koordinasi dan  konsultasi dengan lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan
tugas;

menilai kinerja pegawal ASN lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas;

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan scbaga: bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

2 Bekretaris
Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam  mengoordinasikan
kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada
semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya
sekretaris mempunyai fungsi :

a.

pENyUusSUNAn  peErencanasn, pemantavan, evaluasi, data,
pelaporan, program dan anggaran pengembangan gsumber dava
manusia aparatur;

pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan,
serta urusan akutansi dan pelaporan Keuangan;

pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kecamanan dan
kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara linglkup
Dinas;

pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-
undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan
persandian;

pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya
aparatur;
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pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja dinas: dan

h. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas pokok Sekretaris, yaity

a.

menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seckretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan fatau
menandatangani naskah Dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasmya;

melnksanakan pemyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data,
pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya
manusia aparatur Dinas;

melaksanakan pengelolaan  verifikasi keuangan, pelaksanaan
perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan
dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi:
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan
jabatan fungsional serta evaluasi kinerja ASN lingkup Dinas;
meélaksanakan penyusunan dan penctapan peraturan perundang-
undangan bidang kemunikas:, infermatika, statistik dan persandian;
melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin don kapasitas
sumber daya aparatur lingloap Dinas,

mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang
dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;

menvusun penanjian kKinerja Sekretaris;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
menilai kinerja pegawai ASN lingkup Sekretariat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris;

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan scbagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesual dengan bidang tugasnya.
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Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Program,

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subbagian Keuangan,
dengan uralan tugas sebagai berilkut :

L

Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai

lugas membantu Sckretaris melaksanakan urusan penyusunan program
dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas subbagian
Program meliputi:

b

el

&}

!

menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugns;
memantau, mengawasi. dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

mMenyusun Farncangan, mengoreksi, memaraf dan /atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
menyusun program dan kegiatan Dinas dalam dokumen perencanaan,
menyusun dokumen evaluasi Dinas;

menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas kinerja Dinaa;
melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Dinas;
melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang kormunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

memfasilitasi penjaringan inovasi Daerah di bidang komunikasi,
informatikea, statistik dan persandian;

mengoordinasikan pelaksanaan penilaian manditi reformasi birokrasi
Dinas;

menyviapkan bahan pelaksansan verfikasi dokumen perencanaan
anggaran;

menyusun perjanjian kinerja Subbagian Program;

memfasilitasl penyusunan perjanjian kinerja Dinas;

melakulkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

menilai kinerja pegawai ASN linglup Subbagian Program sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program;
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u) memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

¥l melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesual dengan bidang tugasnya,

3 Bub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang mempunyai tugas membanty Sekretariat dalam
melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah
tangga, asct sorta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan,
Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliput ;

& menyusun  menyusun rencana  kegiatan  Subbagian  Umum,
Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

€. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingiungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah Dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

{ melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;

h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;

.. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan
lingkungan kantor;

J- melakukan pengelolaan administrasi perkantoran,

k. melakukan pengelolaan informasi dan dolumentasi pelaksanaan
program dan kegiatan;

1. melakukan kearsipan dan elspedisi;

m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui
program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis,
workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang
membidangi pengembangan kompetensi;

n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai
linglup Dinas;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang:
undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
bidang kemunikasi, informatika, statistik den persandian;

q. melakukan pengarsipan dolumen peraturan perundang-undangan
bidang komunikasi, informatika, statistilk dan persandian;
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melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas:

menyusun perjanjian kinerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan
Hukum;

- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
menilal kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Umum, Kepegawaian
dan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- menyusun laporan hasil pelaksanaan rugas Kepala Subbagian Umum,

Kepegawaian dan Hubaum:

memberilean saran pertimbangan kepada pimpinan schagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Kevangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian VAng mempunyai

tugas membaniu Sekratarial dalam melaksanakan urusan pengelolaan

keuangan, penatausahasn keuangan, akuntansi, verifikasi dan
pembukuan, Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi:

al

b
c)

d)

&)

=

hj

i
Ly

1}

mefyusun rencana kegiatan Subbagian Heuangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas;
memantalu, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan (Ugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaral dan /atau menandatangani
naskah dinas;

mengibuti rapat sesual dengan bidang tugasnya;

memfasilitasi prnyediaan gaji dan tunjangan ASN;

menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan
keuamgan,

melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
melakukan pengelolasn dan penyiapan bahan tanggapan hasil
pemeriksaan aparat fungsional pengawasan;

menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;

menyusun laporan prognesis realisas anggaran,

menyusun laporan keuangan akhir tahomn;

m) menyusun perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;
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n} melakukan koordinasi dan kensuliasi dengan lembaga pemerintah dan

o}

P

)

lembags non pemerintah dalam rengka pelaksanaan tugas;

menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bubbagian Keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangamn;

menyusun laporan hagil pelaksanaan tugas Kepala 5Subbagian
Keuangan;

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagal bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

sesual dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Homunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan HKomunikasi Publik

dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam mengoordinasikan, meramuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis bidang hubungen masyverakat, infromasi dan

komunikasi publik. Untuk melaksanakan migas Kepala Bidang

Hubungan Masyvarakat, I[nformasi dan Komunikasi Publik

menyelenggarakan fungsi sebagai berikout:

8. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat,
Informasi dan HKomumkasi Publik scbagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas,

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Hubungan Masyarakal, Informasi dan
Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
fugns;

d. menyusun  rancangan, mengoreksi, memarafl danfatau
menandatangani naskah dinas;

. mengikuti rapat sesus dengan bidang tugasnya;
merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyediaan
informagi publik, pengelolaan media komunikesi publik, dan
layanan informaei publik di inglup Pemerintah Daerah;

g menyusun perumusan kajian di  bidang pengelolaan dan
penyediaan informasi publik, pengelolaan media komunikasi
publik, dam layanan informasi publik di lingkup Pemerintah
Draerah;

h. menyusun dan merumuskan kajian dampak terhadap usaha
dan /atau kegiatan;

1. mengoordinasikan  penyediaan konten  informasi, media
komunikasi, dan layanan informasi publik;
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bh.
. melakukan fasilitasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

mengoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediann akses informasi di Daerah;
mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi bidang informasi dan komunikasi publik linglcup
Pemerintah Daerah;

melaksanakan sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi publil;

- melakukan layanan monitoring isu publik di media massa dan

sosial;

melakukan pengumpulan bahan informasi dari perangkat dacrah
instansi vertilkal, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik
Daeraty;

melakukan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat):
melakukan pengolahan hasil pengumpulan pendapat umum;
melakukan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi
publik lingkup nasional, provinsi dan Daerah;

melakukan pengumpulan tema komunikasi publik lingkup
nasional, provinsi, dan Dasrah;

melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra
positif Pemerintah Daerah;

melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten
lokal;

melakukan pembuatan konten lokal;

melaltukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah
Daerah atau media internal;

melakukan diseminasi informasi kebjakan melalui media
Pemerintah Daerah dan non pemerintah daerah;

melakukan pemberdayasn dan penyediaan akses informasi bag
media dan lembaga komunikasi publik:

melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik di
Dacrah (Kelompok Informasi Masyaraleat);

melakukan lavanan pengolahan informasi publik  untuk
implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

. melakukan pelayanarn informasi publik unitulk

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
melaloukan pelayanan pengadusn masyarakat;

perangkat Daerah;

., melakukan pengelolaan hubungan dengan media.
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4.

ee. menyusun perjanjian kinerja Bidang Hubungan Masyarakat,
Informasi dan Komunikasi Publik;

ff. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat,
informasi dan komunikasi publik;

g8 melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemenintah  dan  lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;

hh. menilai  kinerja  pegawai ASN linglup Bidang Hubungan

Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang

Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi Publik:

ji. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

kk. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahian oleh

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya,

Bidang Aplikasi dan Informatika
Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai fugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Aplikasi dan
Informatika. Adapun fungsinya sebagai berilout ;

a.
b.
.

Perumusan kebijakan teknis bidang aplikesi dan informatika;
Pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi dan infromatika,
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi dan
informatika;

Pelaksanaan administrast di bidang aplikasi dann informatika;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya

Bidang Aplikasi dan Informatika memiliki uraian tugas sebagai berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika scbagai
pedoman dalam pelabsanasn tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi, dan mengevaluasl pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rANCANEAT, mengorelos, memaraf dan fatau

menandatangan: naskah dinas;
mengluti rapatr sesuai dengan bidang tugasnya;
merumuakan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika;
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aa.
b,

dd,

melaksanakan pelayanan pengembanpan internet dan penpgginann
akscs internet;

melaksanakan lavanan sistem komunikasi intra Pemernntah Daerah
dan layanan keamanan informasi E-Goverment;

melaksanakan pelayanan mangjemen data dan  informasi  E-
Goperment;

melaksanakan pelaynnan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik dan spesifik serta suplemen yang terintegraasi;

melaksanakan ekosistern teknologl informasi dan komunikas: Smart
Lty

melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi
komunikasi Pemerintah Daerah dan masvaraboat;

melaksanakan pelayanan nama domain dan subdomain bagi lembaga
pelayanan publik dan kegiatan Dacrak;

melakukan pendaftaran nama domain Pemerintah Dacrah;
melakukan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub
domain dalam penvelengaraan Pemerintah Daerah:

melakukan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;

melakukan penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam
penyelengearaan Pemerintah Daerah;

melakukan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran
pemerintahan berbasis clektronik;

mengelola pusat data pemerintahan Daerah;

melaksanakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
mengoordinasikan dan sinkronisasi sistem keamanan informasi:
mengoordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
melakukan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan
berbasia elektronik;

menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
melakukan pengembangan dan pengolahan ekosistern kabupaten
cerdas;

melakukan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknolog
informasi dan kemunikas! Pemerintah Daerah;

melakukan pengelolaan Government Chief Information Officer;
menyusun perjanjian kinerja Bidang Aplikasi dan Informatilca;
mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis di bidang aplikasi dan informatika;
melakukan koordinasi dan konsultasi demgan lembags pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Aplikasi dan Informatika
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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menyusun laporan hasil pelaksanasn tugas Kepala Bidang Aplikansi
dan Informatiki;

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
prrumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diperintahkan oleh
Pimpinan sesual dengan bidang TURRANYA

Bidang Btatistik
Bidang Statistik mempunyai tugse membantu Kepala Dinas dalam

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di

bidang staustik. Adapun fungsi dalam melaksanakan Tugasnya sebagai
berikut:

a.
b
€,
d.
=8

Perumusan kebijakan teknis bidang statistik;

Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik:

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang statistic;
Pelaksanaan administrasi di bidang statistik, dan
Pelaksanaan tugas lain yang sesual dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik mempunyai ursian tugasnya sebagnd berilout:

—

memyusun rencana kegiatan Bidang Statistik scbagni pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas;
memantal, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tuges dalam
lingkungan Bidang Statistik untuk mengetahui  perkembangan
pelaksanaan tugas,

menyusun  rancangan,  mengoreksi, memaraf  dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakaanakan kebijalkan di bidang statistik untuk  pengamanan
mformasi;

menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di
bidang statlstil;

melnksanakan pemberian bimbingan teknis dan sumber viai di bidang
statistil;

melakukan pengumpulan, wverifikasi dan  pemutakhiran data
pembangunan Dasrah;

melakukan validasi data yang bersumber dari seluruh perangkat
Dacrah, badan pusat statstik, dan inetansi lainnya;

menyusun dan memelihara statiatik hasil-has! pembangunan;
melakukan anahsis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana
pembanguUnan;
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menyusun dan mempublikasikan data statistic Daerah baik secara
manual /dokumen maupun secara eleldtronik;

menyusun perjanjian kinerja Bidang Statistik;

mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis di bidang statistik;

melaksanakan koordinast dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
menila kinerja pegawal ASN lingkup Bidang Statistik sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Statistik;
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagal bahan
perumusan kebijekan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diperintahkan oleh
pimpinan sesual dengan bidang tugasnya,

6. Bldang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai

mugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang persandian. Adapun

fungsinva scbagal berikut:

8. Perumusan kebijakan teknis di bidang persandian;

b. pelaksanaan kebijalcan teknis di bidang persandian

c. Pelaksanaan svaluasi dan pelaporan di bidang persandian;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang persandian; dan

FPelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesual dengan
bidang persandian.

Bidang Persandian mempunyai uraian tugas schagai berikut:

menjyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Persandian uniuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan fugas,

e YU BN Fancangan, mengoreksi, memaral dan fatau
menandatangani naskah dinas;

mengkull rapat sesual dengan bidang tugasnya;

menyusun  peraturan  teknis  tata kelola  persandian untuk
pengamanan informasi  vang meliputi  pengelolaan informasi
berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan
perangkat lunak sandi, pengelolaan perangkat keras persandian dan
pengelolaan jaringan komunikasl sands;
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menyusun teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar
perangkat Daerah;

menyusun teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik
FPemerintah Daerah;

melakukan  pengiriman, penyvimpanan, pemanfasatan, dan
penghancuran informasi berklasifikasi;

menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi  di
ingkungan Pemenntah Daerah melalui program pendidikan,
pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan telmis, workshop dan
seminar;

melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi
melalui  program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, ssistensi,
bimbingan teknis, workshop dan seminar;

melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan
perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap peranghkat lunak
persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkst lunak dan
perangkat keras persandian dalam rangka operasional kemunikesi
sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah:
melakukan penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan
pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di
linglkungan Pemerintah Daerah;

merancang pola hubungan komunileasi sandi antar peranglkat daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah;

mengoordinasikan  pelaksanaan hubungan komunikasi antar
perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan komunikasi
sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Dacrah;
melakukan pengamanan terhadap kegiatan, aset, fasilitas, instalasi
penting, vital, kritis melalui kontra penginderaan dan metode
pengamanan persandian lainnya,

melakukan pengamanan informasi elektronik;

melakukan pengelolaan securily operalion centerdalam rangka
pengamanan informasi dan komunikasi,

melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan
operasional persandian dan keamanan informasi;
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bb.

dd.

menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanan
pengelolaan informasi  berklasifikasi, pengelolaan sumber daya
persandian, operasional pengelolaan komunikas:  sandi, dan
cperasicnal pengamanan Komunikasi sandi:

melakukan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengelclaan  informasi  berklasifikasi, pengelolaan sumber daya
persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi  dan
operasicnal pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyusun perjanjian kinera Bidang Persandian;

mengoordinagikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis bidang persandian:

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Lugas;
menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Persandian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bideng
Persandian;

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kehijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan sesusi dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas dapat dibentulk sejumlah kelompok jabatan

fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketemtuan

peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunysi tugas melakukan

kegiatan sesuni dengan bidang tugas fungsional masmng-masing
berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan
berpedoman poda pengaturan sistem kKerja.
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2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikas!, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri
dari sumber daya manusia dan aset [ sarana prasarana.

@. Bumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.1
Jumlah pegawal berdasarkan status pegawal Tahun 2025

ASN [ PNS 33
PHL | Pegawai Harian 38
Lepas|
Tabel 2.2
Jumlah pegawal berdasarkan Golongan Tahun 2025
Golongan Jumlah
v 3
[ Cm o
e Il 1
— »
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan Tahun 2025
] I
S Bt
v 3
Fungsional &
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Tabel 2.4
Jumlah pegawal berdasarkan tingleat pendidikan Tahun 2025

S "
32 6
| 51 22
DIV =
D3 -
SLTA 5
Tabel 2.5

mwmmmMMWMumu

—

51 Hukum _ 1 Qrang

51 Ekonom I 2 Orang

51 Tekhnik 5 Orang

51 Bosial 1 Orang

51 Adm. Pemenntahan 2 Orang
&1 Pemerintahan DN 1 Orang
81 Pendidikan 1 Orang
51 Komputer 3 Orang

81 Againa Islam 1 Orang

51 Pertanian 1 Orang

21 Sastra 1 Crang

S1 Statistik 2 Orang
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b, Aset

Aset vang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian berupa sarana dan prasarana kerja dalam rengka mendukung
tugas pokok dan fungsi, sebagamana tabel di bawah ini :

Tabel 2.6

Daftar Jenis Aset Tahun 2025

Wo.|  Jenis Barang Fumiah ®
T | Mobil (Kendaraan Roda 4) 3 unit | Kondis! Baik
2 | Motor (Kendaraan Roda 2) 20 unit | 18 dalam Kondisi baik, Rusak
= | Berat 2 Unit
3 |AC - 4 umit | Kondisi Baik
4 | Camera 4 unit | Kondisi Baik
5 | HT 2 unit | Kondisi Baik
6 | PC 6 unit | Kondisi Baik
7 | Laptop 19 umit | Kondisi Baik
8 | Scanner 1 Unit | Kondisl Balk
9 | Provektor 1 unit | Kondisi Baik
10 | Printer 10 unit | Kondisi Baik
11 [TV 3unit | 2 Kondisi Baik, 1 Rusak
12 | Lemari Berkas & unit | Kondisi Baik
13 | Lemari Besi - 2unit | Kondisi Baik
14 | Kursi Rapat 39 unit | Kondisi Baik
15 | Kursi Kerja Bunit | Kendisi Baik
16 | Meja Kerja a7 unit | Kondisi Baik
17 | Lensa Kamera 4 unit | Kondisi Baik
18 | Hard Disk 1 u-:IEr:' Kondisi Baik
19 | Tripod camera 1 unit | Kondisi Baik
20 | Megaphone fWireless Mic 1 unit Kondisi Bailc
21 | Dispenser 1 umit | Kondisi Baik
22 | Power Supply 1 unit | Kondisi Baik
23 | Batrei Kamera NP-FW50 and Slot | 1 unit | Kondisi Baik
24 EE:-PIH:;H 1 unit | Kondisi Baik
25 | Gimbal DJ1 RS 3 Mini 1L unit | Kondisi Balk
26 | Kamera Sony AT1V | unit | Kondisi Baik

v




27 | Kamern Sony ZV-E10 lumt | Kondisi Baik
28 | Lensa Kamera 1 unit | Kondisi Baik
29 | Lensa Sony FE-T0-2mmf2.8 1 unit | Kondisi Baik
30 | Lensa Sony FE-70-200mmP| 4 T umit | Kondisi Baik
31 | Suarlink 1 unit | Kondisi Baik
32 | Tablet Huweal Matepad 11,53 1 unit | Kondisi Baik
33 | Tripod kamera KNF Concept T unit | Kondisi Baik
34 | Tab Samaung S11 1 unit | Kondisi Bailk

E




2.1.3 Kinerja Peanyelenggaraan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian KEabupaten Kepulauan Selayar

Analisis kineria pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian menunjukkan tngkat capaian kinerja
perangkat dacrah berdasarkan sasaran/ target Renstra periode
sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator
kinerja pelayanan OPD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's
ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, berupa
pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja
vang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja
pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi
untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan
pelayanan perangkat daerah sesual dengan tugas pekok dan [ungsi
perangkat dacrah.



ol i O E k] LLEL 3]

oot | ool | oo o6 | 0. | os

L

EGE

CTEREEEIEEE

L
=
.
|2

im

1
teor | otor | seoz | czom | coor | izof | oot | eTos | eEOZ | EZDE | 1fof| orot

uwjpuwsiag UEp YRSREE ‘eqfivauoju] ‘jseyronmoy svuy] uruedejag wfioury oepedwonayg
L'T 1eqe]L







ueauray nhzory seivda)) sEEliaaa|

Egiﬂlﬂﬁ

LRI LR MUERR

iy ERnday efEpu)

SWE fenesg ey uesode




1.

Indikator pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada
Setiap Urusan Pemerintahan dengan Indikator Persentase Perangkat
Daerah yang mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap
Urusan telah tercapai sesuai yang direncanakan yaitu semua perangkat
daerah telah menggunalkan tanda tangan elektronik sebagai bentuk
peningkatan kualitas pelayanan public, Aplikasi SP4N Lapor (Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Rakyat] di Dinas Kominfo3P terkait layanan aduan online yang
hisa diakses semua Masyarakat untuk kemudian oleh DiskominfoSP
ditindaklanjuti ke Perangkat Daerah terkait, Aplikasi 035 [One Single
Service] vang dikelola Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu terkait Pelayanan Penerbitan lzin secara Online, LPSE (Layanan
Pengadaan Secara Elektronik) vang dikelola Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah terkait Pelayanan Pengadaan barang dan jasa
secara online, aplikasi SIPATUO (Sistem Informasi Perizinen Terpadu
Online) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu
Satu Pintu terkait Pelayanan Informasi tentang penzinan, Peta Bencana
yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Sistem
informasi Masyarakat untuk mengetahui sebaran daerah rawan bencana,
Aplikasi Antrian Online di Rumah Sakit dan Puskeamas sebagai bentuk
pelayanan publik vang lebih mudah kepada Masyarakat, JDIH [Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hubum)] adalah aplikasi yang dikelola oleh
Bagian Hukum Selretariat Daerah terkoit data Repulasi, Kebijaloan dan
Peraturan Perundang-Undangan,

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas
adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang
dilaksanakan olch Bidang Humas, [nformasi dan Komunikasi publik,
Prograum ini didukung 1 (satu) Kegiatan dan 7 {tujuh) sub kegiatan yaitu:
1].  Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah

Daerah kabupaten /Kota, dengan sub kegiatan :

Monitoring Opini dan Aspirasi Publilk

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Pengelolaan Media Komunikesi Publik

Pelayanan Informasi Publik

Lavanan Hubungan Media

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Penvelenggaraan Hubungan Masvarakat, Media dan Kemitraan
Komunitas

S
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Pencapaian Indikalor pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan
Program dan Kegiatan yang mendulung tercapainya indicator sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemenntahan
masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat
dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil schingga
indikator sasaran tersebut dapat tercapal sesuai yang diharapkan.
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran adalah
1. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Sarana

Pelayanan Publik

7. Website PPID masih butuh pembenahan untuk kesempurnaan
tampilan atay fitur

Adapun Langhkah-langkah yang dilakukan Bidang Humas, Informasi dan

Komunikasi Publik dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu

a. Meningkatkan peran PPID, utamanya PPID Pembantu dan PPID Utama
pada Perangkat Daerah dalam penyediaan informasi untuk mendubung
keterbubeaan informasi

b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Operator PPID dan SP4N Lapor|
Perangkat daerah.

2, Indikator pada Sasaran Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain
Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE dengan
Indikator Persentase Peranglkat Daerah vang Menyelenggarakan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elekironik telah tercapal sesual apa Yang
diharapkan yaitu semua perangkat daerah telah menyeclenggarakan
system pemerintahan berbasis elektronik mulai dar penyusunan
rencana kerja kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran melalui
aplikasi SIPD, penginputan Realisasi anggaran, Evaluasi Renja dan
Renstra di aplikasi MANCA.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang didukung 2 (dua) kegiatan

dan 7 (tujub) sub kegiatan vaitu

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh
Pemerintak  Pusat dan Sub Domsin dalam Penvelengggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten f Kota dengan sublkegiatan
a. Penatalaksanasn dan Pengawsasan Nama Domain dan Sub
Domain dalam  Penyelenggaraan  Pemermtahan  Daerah
Kabupaten / Kota
b. Penyelenggaraan Sistemn Jaringan Intra Pemerintah Daerah

e



2. Pengeiolaan E-Government di Lingkup Pemerintah  Daerah

Kabupaten/Kota

4. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kaota
b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan  Anggaran
Pemerintahan Berbasis Elektronik

c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

d. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

e, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis

Elektronik

Pencapaian indikator sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian dalam pelaksansan program dan kegiatan vang
mendukung  tercapainya indikator sasaran Meningkatnya tingkat
kematangan domain kebijakan, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE
masih terdapat beberapa kendala tetapi secara keseluruhan dapat
dikatakan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indokator sasaran
tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Indikator pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Seltoral
dengan Indikator Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan
Prinsip Satu Data Indonesia belum tercapai secars maksimal. Hal ini
dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program
dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran,

Program dan Kegiatan vang mendukung pencapaian sasaran di atas
adalah program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilaksanakan
Bidang Statistik, Program mi didukung 1 {satu) dan 3 (uga) subkegiatan
wadtu
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Kabupaten /Kota dengan subkegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkromisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

b, Membangun Metadata Statistik Sektoral

¢. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Scktoral

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendulaung pencapaian

indikator sasaran Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral

masih terdapat beberapa lendala yang dihadapi antara lain :

a. Belum semua Peranghkat Daerah menerapkan Standar Data dan Kode
Referensi dalam Penvelenggaraan data sektoralnya

b. Belum tersedianya aplikasi/portal data untuk interoperabilitas data
daerah.

c. SDM pengelola data pada Peranglkat Daerah masih terbatas
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Langkah-langkah yang dilakukan Bidang Statistik dalam rangka

menyelesaikan masalah tersebut yaitu

a. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar terkait penerapan prinsip satu data
indonesia

b. Membentuk Tim Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang
beranggotakan dari Perangkat Daerah dengan SK Bupati

c. Bimbingan Teknis secara berkelanjutan terkait peningkatan
kapasitas kelembagaan statistik sektoral dan penyelenggaraan
statistik sekroral di dacrah

4. Indikator Sasaran Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi

Pemerintah Daerah dengan [ndikator Indeks Keamanan Informasi

Pemerintah Daerah dapat dikatekan berhasil dalam pencapaian

indikator sasaran yang telah ditetapkan. Indeks Keamanan Informasi

Pemerintah Daerah dinilai berdasarkan tujuh kategori yaitu Tata Kelola,

Pengelolaan Resiko, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan

Aset, Teknologih Keamanan Informasi, Perlindungan Data Pribadi dan

Pengamanan Keterlibatan Pihak Retiga.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas
adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
yang dilaksanakan oleh Bidang Persandian dengan didukung 2 (dua)
kegiatan dan 5 (lima) subleegiatan terdin dari:

1. Kegiatan Pengelenggarasn Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daesrah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan :
n. Penetapan Kebjakan Tata HKelola Keamanan Informasi dan Jaring
Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

¢. Pelaksanaan Keamanan [Informasi Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elekironik

d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota

2. Kegiatan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota

a. Operasionalisasi Jaring Komunikas: Sandi Antar Peranghkat Daerah
Kabupaten /Kota

Pencapadan indikator sasaran Meningkainva Penerapan Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi
secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan
telah berhasil schingga indikstor sasaran tersebut dapat tercapal sesual
yvang diharapkan. Beberapa permasalahan yvang dihadapi dalam upayva

pencapealan sasaran adalah ;
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a, Dalam melaksanakan pengamanan informasi di lingkup Pemenntah
Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu adanya dukungan alokasi sumber
doyn yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program
keamanan informasi. Alokasi sumber daya mencakup penambahan
anggaran keamanan informasi. penambahan SDM yang kompeten di
bidang keamanan informasi, penambahan  perangkat  Teknolog
Informasi
Adapun Langkah-langkah yang dilakukan oleh bidang Persandian dalam
rangka menyelesaikan masalah tersebut yaitu ;

a. berupaya melakuban perbaikan pada area tata Kelola, kerangha kerja
dan manajemen resiko dalam rangka peningkatan nilai indeks KAMI,
b. Meningkatkan pengelolann resiko keamanan informasi.
5. Sasaran Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan
Perangkat Daerah dengan Indikator @ 1. Nilal SAKIP Dinas KominfoSP,
2. Laporan Keuangan sesuai SAP, 3, Indeks Hepuasan Masyvarakat
terhadap Pelayanan DiskominfoSP telah tercapal sesua dengan vang
direncanakan. Indikator [ndeks Kepuasan Masyarakat dilihat dan nilai
konwversi mutu layanan dengan 9 unsur layanan yvakni @

Persyaratan

Sistemn, Mekanisme, dan Prosedur
“Wakiu Penyelesaian N

Biaya/Tarif

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Kompetensi Pelaksana

Perilaku Pelaksana

Sarana dan Prasarana

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Nilai IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapain sasaran di atas
adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Kota
yang dilaksanakan oleh bagian Seloretariat, diduloung 5 (lima) kegiatan dan
22 {dua puluh duaj sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, dengan subkegiatan !
a. Penyusunan dokumen perencanaan peranghkat dasrah
b. Koordinasi dan penyusunan dokumen EEA-SKPD
e Koordinesi dan Penyusunan Dokumen Perubahan REA-SHPD
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d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Peranghat Daerah dengan subkegintan:

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKFD

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan; Semesteran SKPD

e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

. Keglatan Adminstasi Umum Perangkat Dacrah

a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

b. Fasilitasi Kunjungan Tamu

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan

subkegiatan ¢

a. Penyvediaan Jasa Surat menyuirat

b. Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik

. Penvedizan Jasa Pelayanan Umum Kantor

. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

a. Penyedinan Jasa Pemeliharasan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharsan, Biaya Pemelibaraan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

. Pemeltharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau1 Bangunan Lainnya
Pencapaian Indikator dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang

mendukung tercapainya indikator sasaran Meningkatnya Kepercayaan

Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah masih terdapat

beberapa kendala antara lain terbatasnya SDM yang dimilili Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, akan tetapi secara

keseluruhan dapat dikatakan program dan kegiatan telah berhasil

schingga indikator sasaran tlersebut dapat tercapal sesual yang

diharapkan.



Adapun Langkah-langkah yang dilakukan Bagian Sekretariat dalam
rangka menyelesaikan kendala tersebut yaitu:

a, Mengusulkan formasi jabatan yang kosong ke Bagian Organisas
Oeleretariat Daerah agar selanjutnya diusulkan dalam formasi
penerimaan Pegawai Negeri Sipil

b. Membuat usulan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber
Daya Manusia untuk mendapatkan tambahan pegawai.

¢. Perencanaan program dan kegiatan yang matang, jelas, terukur dan
relevan dengan kebutuhan dan memastikan setiap program
memiliki indikator kinerja spesifik yang dapat diulour dengan jelas.

d. Koordinasi vang efektif antar Perangkat Daerah yang
memungkinkan setiap program uniuk dijalankan secara optimal
gerta adanya sinergl dalam pencapaian tujuan bersama.

e. Pemantauan dan evaluasl secara  berkelanjutan  untuk
mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada

f. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), melakukan
perbaikan atas temuan audit, dan menjalankan rekomendasi yang
telah dibenkan.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayatan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar
dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.
Indikator dimaksud sebagai berikut :

1. Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program Kebijakan

Pemerintah yang Berkualitas

Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program Kebijakan

Pemerintah yang Berkualitas ditargetkan selama periode 2021-2025

mencapai target yang diharapkan. Target dapat tercapai karena terdapat

7 layanan system informasi dari 7 layanan yang ditargetkan, yaitu

{Youtihe (kominfo selavar]. Facebook (dkepulagan selavar), [nstagram

fikepulauan selayar), Website (www. kepulauanselayar.go.id], Twitter

akep_selayar), Tiktok (@humas.selayar), Snackvideo (humaskominfose),

2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan
terintegrasi Tahun 2024 tercapai 100 % dari target 100 %. Target
tercapai karena pada Tahun 2024 terdapat 18 layanan Publik yang
diselenggarakan secara online dan terintegrasi dari 18 Layanan Publik
yang dilaksanakan yaitu :

1. LPSE (Layanan Pengadaan Sccara Elektronik| yang dikelola Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa dengan Alamat
http:/ /lpse kepulauanselayarkab.go id /eprocd,
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10.

11.

11,

13.

Si 1 ikelola Dd BN Emarn
an Pelayanan Terpadu  dengan Alsgiat
httpa: sntk. selg id findex
bl indonesi
Sistem i Perizinan Terpad melalui APK

Androad dan dapat di download melalui Playstore merupakan
Sebuah Aplikasi Android untuk mengajukan permohonan perizinan
secara online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kepulauan Selayar,

Peta bencana dengan alamat
h s bd V] Lid merupakan Sisterm
Informasi bagi masyarakat untuk mengetahui sebaran dacrah
rawan bencana di kepulauan Selayar:

SIMDOA Kevangan dengan Alamat

hitp://simda, HEMMM.-‘_L,_

Epusda (Elektronik Perpustakaan dacrah) merupakan Layanan

Perpustakaan Elektronik milik Dinas Perpustakasn dan Arsip
Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat di download langsung
melalu Plﬂ.j"l‘tﬂ'l!’ﬂ

5 N’ -,

merupakan Layvanan Kepegawaian yang disediakan cleh BED
Kepulauan Selayar yang dapat di akses melalui aplikasi Android
yang dapat di download melalui Playsiore.

Registrasi Rawat jalan online RSUD KH Hayvung yang dapat di

merupakan aplikasi antrian rawat Jﬂ.hm vang disediskan oleh
Puskeamas Benteng dalom bentuk aplikasi Android yang dapat di

download melalui Playstore
JDIH i tasi dan Inf i m) den

ﬂﬂEEL[Bmtem Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar] dapat diakses pada alamat

htip: i b.go.id /login.
E-Kinerja dapat diakses pada alamat
hittp:/fe a. ke sclayarkab go.i .ph



14, APEL (Absensi Pegawai Online] merupakan Aplikasi Absensi
Pegawai Online yang dikelola oleh pihak BEKD Kepulauan Selayar
dan dapat di akees pada alamat

http:/ /bled kepulananselavarkab go.id fapel /login.php.

15. PPID merupakan website yang dapat digunakan oleh masyarakat
untuk memperoleh informasi publik Pemerintah Daerah Kepulauan
Selayar dan dapat diakses pada alamal
https: i b.

16. SIMPELNAKER [Sistern Informasi Perlindungan Tenaga Kerja)
dengan alamat hitps://smpelnaker kepulauanselayarkab go.id/

17. Layanan Pengaduan Dinas Komunikagi, Informatika, Statistik dan
Persandian secara online vyang dapat diakses melala
httpa:/ /www_ lapor,go.id/.

18. TTE [Siatcm Tanda Tangan Elckironik) yang diakses melalul alamat

. Persentase Organisas: Perangkat daerah (OPD] yang menggunakan data
statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun
2024 adalah 38 Perangkat Dacrah atau tercapai 100 % disebabkan
karena semua OPD telah menggunakan data statistic dalam Menyusun
Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kegiatan Tahun berikutnya,

. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melalukan
evaluasi pembangunan daerah  Tahun 2024 adalah 38 Perangkat
Daerah atau tercapai 100 % karena semua OPD telah mengpunakan data
statistik dalam Menyusun Laporan Evaluasi seperti LAKIP dan LPPD,

. Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Tahun 2024 dari target 100
% tercapai 100 % karena Tahun 2024 terdapat 28 Sistem elekironik yang
di Assesment/Audit dari 28 Sistem elektronik yang aktif

bpbd kepulauanselavarkab go.id

pulr kepulananselayarkab go.id

Patroltaru. kepulauanselavarkab. go.id

Inapektorat. kepulauanselayarkab goad

Siladus. kepulauanselayarkab. go.id

perputakaan. kepulauanselayarkab.go.id

bpkpd kepulauanselayarkab. go.id

bappelitbangda. kepulavanselayarkab. go.id

dinsos kepulauanselayarkab go.id

10,  dikbud.kepulavanselayarkab. go.id

11. i il selavarkab, goad

12, lIpse kepulauanselayarkab go.id

13,  bkd kepulauanselayarkab.go.id

14. apel.bkd kepulauanselayarkab. go.id
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15,
16,
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28,

panpkat. bikd. kepulauanselayvarkab. po.wd
gatya.bkd kepulauanselavarkab.go.id
pengaduan, bld. kepulavanselavarkab.go.ad
simpole blkd kepulauanselayarkab.go.id
gipeka.bled kepulauanselayvarkab. go.id
ubel bkd. kepulavanselayarkab, go.id
simpeg-kepulavanselayarkab. go.id
ekinerja. kepulavanselayvarkab.go.id
dilan blkd kepulsuanselavarkab.go.id
Jdih kepulananselayarkab.go.id
parwisata. kepulavanselavarkab.go.id

itourism. pariwisata kepulavanselayarkab go_id

sibija kepulauanselayarkab.go.id
dinkes, kepulauanselayarkab.go.id
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Berdasarkan Tabel. 2.4 terkait realisasi anggaran pelaksanaan
kegiatan layanan Dinas Keminfo, Siatistik dan Persandian dalam
kurun waktu 4 Tahun karena Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian terbentuk Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daergh
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar. Secarn umum alokasi anggaran dari Tahun 2021 B DI
dengan Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Secara umum alokasi anggaran khususnya belanja langsung dari
tahun 1 ke tahun 5 menunjukkan pertumbuhan rata-rata kenaikan
dan Pemurunan setiap Tahun. Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dari Tahun 2022 bertambah 61,33 % tetapi pada
Tahun 20723 hanya bertambah 0,47 % dan Tahun 2024 mengalami
penurunan 6,08 % dari pagu awal Renstra. Program Pengelolaan
Informasi pada Tahun 2022 berkurang 6,39 %, Tahun 2023 berkurang
9,97 % dan Tahun 2024 berkurang 48,12 % dari pagu awal Renstra.
Program Pengelolaan Aplikasi Informatila dar Tahun 2022 bertambah
15,73 %, Tahun 2023 bertambah 109,69 % dan Tahun 2024 berkurang
34,61 % dan pagu awal Renstra. Program Penyelenggaraan Data
Statistik Sektoral pada Tahun 2022 bertambah 48,86 %, Tahun 2023
berkurang 22,94 % dan tahun 2024 berkurang 12,16 % dari pagu awal
Renstra, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi pada tahun 2022 bertambah 352,7 %, Tahun 2023
berkurang 16,09 % dan Tahun 2024 bertambah 35,36 %.
Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas
Komumnikasi, Informatilea, Statistik dan Persandian selama beberapa
tahun terlihat adanya dinamika pelaksanaan program di berbagai
sector. Realisasi anggaran cenderung mendekati jumlah  yang
dianggarkan dengan rasio realisasi anggaran rata-rata berada di alas
85 % pada semua Program. Hal ini menunjukkan pengelolaan
mnggaran yang culkup efektif. Salah satu hambatan realisasi angEaran
tdak tercapai 100 % disebabkan karena adanya perbedaan harga di
DPA dengan di aplikns e-purchasing,
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Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator yang menggambarkan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintoh. Indikator kinerja juga
dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian
suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun
ukuran kuantitatii. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu
kinerja bisa dievaluasi apakah berhasil mencapai target yang
ditentukan atau tidak IKK Dinas Kemunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dijabarkan sebagai
berilout :
Tabel 2.9
IKK Urnsan Komunikasi dan Informatika

Persentase Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) ) ¥ W
vang Terhubung dengan
Akses Internet yang
disediakan oleh Dinas
Kominfo

ra srore—{

Persentase Layanan Publik - 2272 | 40 % 100 100
yvang Diselenggarakan secara % kL
Online dan Terintegrasi

Persentase Masyaralkat yang - 100 | 75,52 | 74,03 | 68,90
menjadi sasaran penyebaran i b kL T
informasi publik,
mengetahui kebijakan dan |
program prioritas
pemerintah dan Pemerintah
daerah lkabupaten /kota




Dalam rangka mendukung transformasi digital dan meningkatkan
efisiensi layanan pemerintahan, Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Sclayar terus berupaya
menyediakan akses internet yang andal bagi Perangkat Daerah, Namun
karena keterbatasan anggaran, dar 38 Perangkat Deerah baru 28
Perangkat Doerah yang bisa tercover Jaringan Intra yang disediakan olch
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Kepulauan Selayar,

Layanan publik yang diselenggarakan sccara online dan
terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan pelayanan yang
memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan akses madah dan
cepat kepada masyarakat, Pelayanan ini melibatkan berbagai system dan
layanan terintegrasi, aplikasi pemerintah dan platform digital. Untuk
beberapa tahun terakhir layanan public yang tersedia di Kabupaten
Kepulauan Belayar antara lain ;

1. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Eleltronik) yang dikelola Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa dengan Alamat

hitps: mpiepth kepulauan bopo id findex phpfose-
blik-indon
3. SIPATUD {Sistem Informasi Penzinan Terpadu Online) melalui APK
Android dan dapat di downlead melalui Playstore merupakan
Sebuah  Aplikasi Android untuk mengajukan permohonan
perizinan secara online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Peta bencana dengan alamat
 Jbpbd, arkab.go.id merupakan
Sistem Informasi bagl masyarakat untuk mengetahin sebaran
dasrah rawan bencana di kepulauan Selayar,

5. SIMDA _Keuangan  dengan Alamit
B,
7. Epusda (Elektronik Perpustalasn daerahl merupakan Layanan

Perpustakaan Elektronik milik Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat di download langsung
melalui Playstore.



10.

I1.

12.

13.

14,

15.

16.

7.

18,

TEMANKU (Sistem informasi layanan kepegawaian terpadu),

merupakan Layanan Hepegawaian yang disediakan oleh BED

Kepulauan Selayar yang dapat di akses melalui aplikasi Android

yang dapat di download melalui Playstore.

Registrasi Rawat jalan online RSUD KH Hayyung yang dapat di

download melalui plavstore,

] epuasan Masyarakat Puskemas Benteng, yang

merupakan aplikasi antrian rawat jalan yang disediakan oleh

Puskesmas Benteng dalam bentuk aplikasi Android yang dapat di

download melalui Playstore

JDMH aringan  Dokum 151 L]
t hittpa: / /jdih kepulauanselayarkab. gpo.id / public

SIMPEG  (Sistem Informasi Kepegawadan Pemerintah  Daerah

Kabupaten HKepulauan Seclayar] dapat diakses pada alamat

hitp:/ /simpeg kepulauanselayarkab.go.id /login. php

LA RELTE L PLRARN TS CREkll I

E-Kinerja dapat diakses pada alamat

FPegawai Online vang dikelola oleh pihak BKD Kepulauvan Selavar
dan dapat di akzes pada alamat
hitp:/ /blkd. lavansela b.poad/apel i ;

PPID merupakan website vang dapat digunakan oleh masyarakat
untuk memperoleh  informasi  publik  Pemerintah  Daerah
Kepulawan Selayar dan dapat diakses pada alamat
LLps: id. kepulauanselayarkab go,

SIMPELNAKER (Sistem Informasi Perlindungan Tenaga Kerja)

dengan alamat https://simpelnaker kepulauanselayarkab go.id/
Layanan Pengaduan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Pergandian secara online yang dapat diakses melalui
https: | fwww.lapor.go.id/.

TTE (Sistem Tanda Tangan Elektronik) vang diakses melalui alamat
http:/ /tte. kepulauanaesla b.go.id

Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,

mengetahul  kebijakan dan  program prioritas  pemerintah  dan
Pemerintah daerah Kabupaten/kota adalah Jumlah keseluruhan
masyarakat berusia 15-64 tahun yang mendapatkan atau mengetahu
informasi publik berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah,
program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah
Kabupaten/Kota yang dalam beberapa tahun terakhir menunjulklan
persentase kurang lebih 75 % dari jumlah penduduk Kabupaten
Kepulauan Selayar.
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Tabel 2.10

Persentase Organisasi
Perangkat Daerah [QOFD)| % U % %o
yang menggunakan data
statistik dalam

METy LS

perencanaan

pembangunan daerah

Persentase Organisasi - 100 100 1063 100
Perangkat Daerah (OFD) b B %5 %
yvang menggunakan data
statistik dalam
melakukan evaluasi
pembangunan dasrah

S

Capaian indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD| yang
mengeunakan data statistik  dalam menvusun  Perencanaan
Pembangunan Daerah, Perangkst Daerah telah memanfastkan Data
Statistik baik dari Bapperida maupun dari BPS dalam menyusun Rencana
Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
Capaian dari tahun 2021 sampai 2024 dengan nilai 100 % menunjukkan
bahwa koordinasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian dengan BPS dan Bapperida telah berjalan dengan baik dalam
menyediakan data vang lengkap dan akurat.

Capaian indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang
menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan
daerah dari Tahun 2021 sampai 2024 mencapai 100 % menunjukkan
bahwa data statistik yang dihimpun telah memiliki kualitas yang baik.
Data statistik digunakan dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan
angegaran secara lebih tepat, efektifl dan efisien.



Tabel 2.11

1. | Tingkat Keamanan - 0,12 (3513 |90.18
Informasi Pemerintah o

Capaian indikator tingkat keamanan informas: pemerintabh pada
Tahun awal RPJMD senilai 0,12 % discbabkan karena Dinses
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian baru terbentuk
pada Tahun 2021, yang mana pada Tahun terscbut baru 5
Peranglat Daerash wyang diidentifikasi kerawanan keamanan
informasinya, Begitu juga di tahun 2022 baru terdapat 13
Peranghat daerah yang diidentifikasi, dan Tahun 2023 capaian
tertinggi dengan nilai 90,18 % dan tahun 2024 menurun menjacdi
74,50 %. Salah satu hambatan capaian indikator yaitu terbatasnya
sumber daya aparatur di bidang persandian dan adanya refocusing
BULEEATan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Buistainable Development
Goals (TPB/SDGs)

Bebagai  pelaksanaan amanal Peraturan  Presiden  Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yvang mengamanatkan kepada
pemerintah daerah  untuk mengintegrasikan indikator Tujuan
Pembangunan  Berkelanjutan /Suistainable  Development  Goals
(TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global.
TPB/SDGs bertujuan untuk penmgkatan kesejahteraan  elonom
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan
kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup
gerta pembangunan yang inklusil dan terlaksananya tata kelola yang
mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke
generasl berikutnya. TPB/3D0Os merupakan komitmen global dan
nasional dalam upaya untuk menvejahterakan masyarakat masyarakat
dengan  prinsip Inklusifitas, terintegrast serta partisipatif, Upaya
pencapaian  tamget TPB/SIMIs menjadi prorites pembangunan
naswonal.

Penetapan targst indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /
Suistainable Development Goals [TPB/SDGs) pada Dinas Komunikass,
[nformatika, Statistik dan Persandian kabupaten Kepulauan Selavar
disajikan pada tabel berikut ini :
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Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten
Kepulauan Selayar telah menetapkan target strategis dalam upava
mencapai  Tujusn  Pembengunan Berkelanjutan (TPB/SDGs|,
khususnya dalam aspek aksesibilitas teknologi informasi dan
komunikasi, Salah satu indikator utama vang menjadi fokus adalah
persentase rumah tangga vang terlayeni jaringan internet tetap
pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga. Berdasarkan
data yang tersedia, pada tahun 2024, baseline pelanggan yang telah
mendapatkan layanan ini barm 55,16 %.
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Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Komunikasl, Informatika, Statlstik dan Persandian

Pelayanan [Dinas Komunikasi, Informatika, Statstik dan
Persandian dalam waktu 5 tahun ke depan, memilile peran strategis
sebagai pusat data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu, dukungan penuh dari
pimpinan maupun dari stakeholder lainnya sangat diharapkan baik
dalam hal regulasi maupun kebijakan penyediaan infrastruktur
Teknologi Informasi dan komunikasi serta sarana dan prasarana
keamanan informasi. Dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah
ditetapkan perlu memperhatikan beberapa hal yang memberikan
pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas
dan fungsi organisasi. Berbagai permasalahan dan kendala kerap
dihadapi oleh [DMnas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya pemenuhansan
pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif. Untuk itu,
diperiukan upaya untuk meningkatkan kualilas pelayanan dengan
menyelaraskan kemampuan ;/ kapasitas yang dimilikinys sesual
dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Kemampuan It
tentunys harus berorientas: pada pelayanan informasi  yang
memuaskan dengan terus berupaya merespon keinginan dan harapan
publik dengan menghadirkan program dan kegiatan yang relevan,
efektif dan efigien. Hal ini bertujuan agar tuntutan masyarakat
mendapatkan pelayanan informasi yang cepat, murah dan akuntabel
dengan memperhatikan dan mengidentifikasi tantangan dan peluang
yang ada. Berikut adalah tabel yang menunjukkan terkait aspek
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam
pengembangan pelayanan komunikasi, informatiks, Statistik dan
Persandian, yaitu ;
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Tubel 2.13

Tantangan dan Peluang Pelayanan Peranghkat Daerah

Olabalisasi informasi yvang

Program pemerintah

berdampak pada terkait dengan digitalisasi
keterbukaan informasi pelayanan p_ubilc
publik yang berdampak pada | (menuju pemerintah
keterbukaan informasi digital)
publik;
Teknologi TIK di beberapa wilayah, Hﬂulm:nmi#ﬂpﬂ
Sumber Daya | Keterbatasan tenaga ahli di
Marnusia (SDM) bidang TIK dan keamanan
informasi yang melalui pelatihan dan
bersertifikas nasicnal. kerja sama dengan
inatitusi pendidikan serta
pihak swa SWASLA _
pmm layanan
Keamanan Informasi | Ancaman siber Yang B:rh:mhimgn}'ﬂ
dan Cyhersecurity meningkat termasuk risiko | teknologi keamanan
kebocoran  data  seperti | informasi yang lebih
phishing, ransomware, seria | maju diperlukan adanya
peretasan data, adopsi teknologl seperti
enkripsi data, firewall,
blockehain dan Al dalam
mendetelsi aAncaman
__| siber
menjadi :
Infrastrulktur dan | Keterbatasan infrastruktur Perkembangan telnologi
Teknologi TIK di beberapa wilayah, digital yang pesat dapat
terutama daerah terpencil dimanfaatkan seperti Al,
dan pelosok, 6T, dan Big Data untuk
meningkatlan
pelayanan.
Iﬁ.“m. ’m !!m. ﬁ ; i.E - - 1h, I .' : - e
dan cepat.
Konsktivitas dan | Masih terdapat daerah Program nasional
Akaraibilitas dengan akses internet untuk pemeratasn
terbatas atau tidak stabil, akses internet dapat
mendukung percepalan
=a— = transformasi digital. |
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Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Kajian
Lingkungan Hidup BStrategis (KLHS) Diskominfo-8P Kabupaten
Kepulauan S8slaynr

Tujuan penatasn ruang kabupaten yaitu untuk mewujudkan tata ruang

yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien berkelanjutan dan

berwawasan linglungan, Sedangkan Fungsi RTRW, adalah -

@. Penyclaras kebijakan ruang nasional, provinsi dan kabupaten; serta

b. Acuan bagl pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten
dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun
program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang
kabupaten;

Kedudukan RTREW, yaitu sebagai pedoman bagi :

a. Penyusunan RPJMD, Rencana Rinei Tata Ruang Kabupaten dan
rencana sektoral lainnva;

b. Pemanfastan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
kabupaten;

€. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan antar sekior,
antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investas;

£, Penctapan ruang kawasan strategis kabupaten.

Eebijakan dan sirategis perencanaan tata ruang, terdin atas :

a. HKebijakan dan strategl struktur ruang,

b. Hebijakan dan strateg pola roang;

¢, Kebijakan dan strategi kawasan strategis kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tate Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan
Selayar, salah satu kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan
Selayar yvang sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar
adalah sistem jaringan telekomunikasi yang diarahkan untuk
kebutuhan informasi, dibedakan menjadi jaringan yang dikelola olch
BUMD/ BUMN dan swasta vang terdiri dari jaringan kabel dan nirkabel.
Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi vang

menggunakan menara diarshkan pada penggunaan menara bersama
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untuk mendukung efisiensi dan efektifitas  pemanfaatan ruang.
Pengembangan jaringan telekomunikasi ini  tersebar di seluruh
kecamatan. Selain itu Adapun jaringan telekomunikasi yang dimaksud
scsual Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yaitu jaringan teristerial
dan jaringan satelit. Disamping itu ada jaringan telekomunikasi yang
meliputi jaringan bergerak seluler berupa Menara Base Tranceiver Station
(ETS| vang ditetapkan sesuai dengan perundang - undangan, System
jaringan telekomunikasi dilayani oleh sentral telepon  otomat  (STO)
Kepulavan selayar dengan kapasitas 896 SST di Kecamatan Benteng.
Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2012 - 2032, maka dari itu Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar menjabarkan
hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bag pengembangan
pelayanan Peranghkat Daerah,

Tabel 2.14

Sebaran Menara BTS Telekomunikasi
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Lokasi Menara Telekomunikasi Jumiah Menara
Kecamatan El-l:rnmnmnai
Kecamatan Emt:ng
Kecamatan Bontomatene
Kecamatan Bontohana
Kecamatan Bnntunlmyu
Kecamatan Taka Bonerate
Htt.u.mu‘tnn Bulki
Kecamatan Pasilambena
Kecamatan Pasimasunggu
Kecamatan '|:IE.II'I'I'.IH.I'H.I'.I.FI-'L_I
" Kecamatan anmamnggu' ol
Timur

ol |2

|
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214 Kelompok Basaran Pelayanan Dinas Eomunikasi, Informatilka,

Statistik dan Persandian

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Komunilkasi, Informatilea,

Statistik dan Persandian meliputi :

Magyarakat secara Umum melalui penyvediaan informasi publik,
layanan pengaduan online serta penyebaran informasi program
dan kebijakan pemerintah dacrah mellaui kanan digital,

Aparatur pemenmtah dasrab [ [ostanst Pemerintah Daerah dan
perangkat dacrah lainnya, dengan memberikan dukungan telknis
terkait system informasi, pengembangan aplikasi dan pengelalaan
data elektronik yvang digunakan oleh instansi lain dalam lingkup
pemerintah daerah, dan Menyusun kebijakan dan standar Sistem
Pemerintahan Berbasi Elektronik [SPBE] serta mengelola
infrastrulktur TIK untuk menunjang kinerja pemerintah daerah,

- media massa dan organisasi pers dengan menvalurkan informasi
dan data kepada media agar dapal dikonsumsi masyarakat serta
membina hubungan dengan pers untuk memastikan penyebaran
informasi yang akurat dan tepat waktu.
pihak swasta melalui pengembangan system infrastruktur TIK,
Dinas Homunikasi, Informatika, 3Statistik dan Persandian dapat
mendukung kemudahan bisnis dan  perekonomian daersh
meskipun secara langsung jarang disebut sebagai sesaran utama
pelayanan.

- peojabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID|. Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berperan dalam
mengelola dan megoordinasikan informasi publik di Linglungan
pemeriniah  daerah agar tersedia dan dapat diakses oleh
masyarakat.



2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.

Dalam menjalankan Tugas Polcok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar periu
berkoordinasi dan membangun kerjueama yang sinergi dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjamin
alcuntahbilitasnys. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan
dengan reproduksi dan distribusi informasi nasional yang disusun
Pemnerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital
{Kemkomdigi), Badan Pusat Statistik (BPS| dan Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN). Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi,
Informatika, Siatistik dan Persandian Kabupaten Kepulavan Selayar jugs
disesuaikan dengan 3 (tiga) Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu
Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik serta Urosan
Persandian.

Tugas dan Fungsi Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

1. perumusan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi
dan kemunikasi publik

2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, infermasi
dan kemunikasi publilk

3. pelaksanasn evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat,
informasl dan komunikasi publik

4. pelaksanaan administrasi di bidang hubungan masyvarakat, informasi
dan komunikasi publik

5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesumi bidang
tugasnya

Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi dan Informatika

.  perumusan kebijjakan teknis bidang aplikasi dan informatika

2 pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatila

1 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi dan
informatika

4. pelaksanaan administrasi di bidang aplikasi dan informatika

5 pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tug;aunya

Tugas dan Fungsi Bidang Statistilk

1.  Perumusan kebijakan teknis bidang statistik;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik;

3, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang statistik;
4, Pelaksanaan administrasi bidang statistik,

5.

pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnyva
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Tugas dan Fungsi Bidang Persandian

Perumusan kehijakan teknis bidang persandian;

Pelaksanaan kebijakan teknis bidang persandian;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang persandian;

Pelaksanaan administrasi bidang persandian.

Pelaksanasn Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

—
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Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

bekerjasama dengan USAID ERAT yaitu Program Kerjasama antara

Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia yang bertujuan

untuk meningkatkan efektivitas pemerintehan daerah di Indonesia.

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan

dan pelayanan public dengan mendukung inovasi di tingkt daerah,

penerapan Alokasi Kinerja Desa untuk insentif desa dan kolaborasi dengan
sector swasta serta wirausaha social untuk mengatasi masalah seperti
stunting. Dinas Komunilkasi, Informatika, Statistik dan Persandian
memfasilitasi USAID ERAT melaksanakan Sosialisasi PPID dan SP4N

LAPOR pada Tahun 2024 Selain USAID ERAT, Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian juga bermitra dengan:

- Pemerintah Pusat dan daerah, mehputi kementenan, Lembaga, dan

pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, serta kota yang
berkolaborasi dalam diseminasi informasi program pemerintah dan
kebijakan publik.
Badan Pusal Statistik (BPS| dalam rangka penyediaan, pemanfaatan
serta pengembangan data dan informasi statistik, kegiatan literasi
digital, penerapan SPBE, Pengembangan S5SDM dan Diseminasi
Informasi Publik,

- media dan Komunitas seperti Kelompok Informasi Masyarakat, terdini
dari media massa dan KIM yang membantu menyebarkan informasi
positif, mengedukasi masyarakat dan menjadi sarana penyampaian
ﬂn.p'irnn'i wrarga.
industry telelcomunikasi. Seperti operator selular dan penyedia
telmologi, yang turut berkoniribusi dalam pembangunan infrastruktur
dan menyediakan layanan telekomunikasi di berbagai daerah.

Peran mitra dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Infermatika,
Statistik dan Persandian antara lain :
Diseminasi Informasi Publik dimana mitra  berperan
menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah kepada
masyarakat luas terutama untuk program-program pemerintah
yang relevan,
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- Peningkatan Literasi Digital Melalui Kelompok Informasi
Masyarakal yang menjadi agen perubahan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang akses informasi dan penggunaan
teknologi secara cerdas dan sehat.

Pengelolaan Informasi dan Konten. Mitra membantu Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam
memproduksi dan menyebarluaskan konten informasi yang
akuntabel dan narasi positif melalui platform Komininfo.
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, Mitra berperan sebagai mitra
dialog dalam memantau pelaksanaan kebijakan public dan
memberikan umpan balik dari masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga akan

bermitra dengan Universitas Indonesia dalam rangka pembangunan

Portal S8atu Data Selayar. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian memanfaatkan Sumber Daya Manusia dan Server di

Universitas Indonesia yang rencananya akan dipindahkan ke Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian paling lama dalam

Jangka waktu 1 tahun.
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2.1.6 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis yang dihadapi Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Eepulauan Belayar

2.1.6.1

Tabel 2.15

Perasandian Habupaten

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandlan Kabupaten Kepulauan Selayar

____Permasalahan | Upaya Pemecahan Masalah
Urusan Komunikasi | Belummeratanya Melakukan pemantauan
dan Infarmatika keberadaan jaringan ketersedinan jaringan di seharub
internet di sehuruh wilayah
wilayah layanan
Pengelola system Melakukan koordinasi dengan
informasi daerah belum mitra kerja/media dalam
terintegrasi dan terpusat | penyebaran informasi dan
kebijalkan pemerintah.
Pengelolaan dan Melakukan pembinaan dengan
Penyebarfuasan Informasi | komunitas masyarakat dalam
Publik belum optimal pengelolaan dan penyebaran
informasi publilk
Pengembangan Mengusulkan alokasi aparatur |
[nfrastrukiur TIK belum yang mempunyai kapasitas di
optimal bidang teknologi informasi dan
komunikasi dan penyediaan
infrastrulctur TIK yang memadai
Belum terkelolanya e- Mengusulkan alokasi anggaran
government di lingloup dan SDM yang cubup untuk
Pemerintah Dasrah melaksanakan kegiatan
pengelolaan e- Government
| Urusamn Statistik Kurangnya Analisis dan Melakukan pendampingan
don Persandian pengumpulan data penvusunan metadata melalui
statiatik sectoral vang fasilitasi ke Perangka Daerah
berkualitas
Belum optimalnya Menyediakan infrastruktur data
penyelenggaraannya Yang sesual prinsip Satu Data

atatistik selstaral

Indonesia

Penerapan SOP yang sesual
GSBPM BPS dan mendukung
Sistern Statistik Nasional

Belumoptimalnya
penyelenggaraannya
persandian  wtuk
pengamanan informasi
pemenintah Daerah

Pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan

Kelola persandian untuk
pengamanan informeasi
Penyediaan dukungan anggaran
dan infrastrulktur pengamaeanan
informasi vang memadai

tecta
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi
SPBE masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan administrat]
Permasalahan- permasalahan tersebut menggambarkan kondisi [akiual
bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunilkasi. Informatika,
Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar masih menghacapi
tantangan mendasar. Dalam hal SPBE, belum optimalnya infrastruktur TIK

berimbas langsung pada rendahnya efisiensi dan transparansi pelayanan
publik,

Selanjutnya untuk penyebarluasan infermasi publik juga masih
menjadi kendala utama dalam pemerintahan digital adalah ketersediaan
jaringan yang belum merata di beberapa wilayah. Hal ini menyebabkan
akses masyarakat terhadap informasi public menjadi rendah dan informasi
terlambat sampai ke masyarakart,

Sementara itu, penguatan tata kelola statistik seltoral merupalkan
prasyarat penting dalam mendukung kebijakan berbasis data fevidence-
based policy). Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih lemahnya
pengelolaan data yang valid, terkini, dan dapat diakses lintas sektor. Hal ini
berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan yang belum aptimal.
BFS sendini menyatakan bahwa kolaborasi antar- OPD dalam integrasi data
selktoral menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi.

Dalam aspek keamanan informasi masih perlu diperluat, terutama
dalam implementasi sistemn persandian dan perlindungan data. Dengan
scmakin meningkatnya ancaman siber, diperlukan kebijakan yang lebih
ketal serta peninghatan kapasitas aparatur dalam mengelola keamanan
informasi, Berdesarkan laporan tahunan Badan Siber dan Sandi Negara
(BS5N] Tahun 2023, serangan siber terhadap sistem pemenntahan daerah
meningkat hingga 42%, dengan mayoritas kasus berupa pencurian data dan
ransomware. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tcknis
aparatur, penambahan anggaran infrastruktur keamanan, dan
pemutakhiran sistem pengamanan menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan memahami permasalahan dan akar penyebabnya secara lebih
mendalam, diharapkan dapat dirancang strategi perbaikan yang lebih tepat
sasaran guna meningkatkan kuaslitas pelayanan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statstik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
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2.6.2 I8U STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah kondisi atau hal
yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya
yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi
isu strategis adalah keadamn yeng apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam janghka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi
permasalahan pada 5 tahun mendatang, Dalam rentang waktu 5 tahun ke
depan, dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan, make isu-
isu strategls yang akan dihadapi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah :

1. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang
dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
Ketersediaan lavanan public vang berkualitas, mudah dan cepat
adalah prisnip dasar pelayanan public yang baik vang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif
dan efisien. Hal ini mencakup berbagai aspek mulai dar jenis layanan
yang tersedia hingga cara layanan tersebut diakses meliputi Kualitas
layaman dimana layanan public harus memenuhi standar yang
memadai baik dalem hal kualitas, kepastian dan profesionalisme,
Kemudahan Akses bahwa layanan public harus mudah diakses aleh
masyarakat tanpa hambatan yang tidak perlu, termasuk biaya
terjangkay, Kecepatan layanan bahwa layanan public harus cepat
dan efisien, sehingga tidak membuatl masvarakat menunggu lama,
Jenis Layanan bahwa ketersediaan layanan public yang berkualitas
mencakup berbagai jenis layanan seperti layanan administrasi,
pelayanan barang, pelayanan jasa dan pelayanan regulatife.
Teknologl Informasi dan komunikasi [TIK) dapat berperan penting
dalam meningkatkan kualitas, kemmudahan dan kecepatan layanan
public. Unit Pelayanan Desa (UPD) dapat meningkatkan
aksesibilitas layanan public di daerah pedesaan, memberikan
layanan yang lebih cepat dan mudah dijangkaun oleh masyarakat.
Standar Pelayanan haruas ditetapkan untuk memastikan kualitas
dan konsistensi layanan vang diberikarn,

74



Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet
dan intranet Pemerintah Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan
Mengembangkan infrastruktur untuk penguatan jaringan internet
dalam rangka Penyediaan akses internet dari Perangkat Daerah
dan/atau dari Instansi Vertikal di luar Jjam kerja untuk digunakan
UMEM dalam mempromosikan produknya dan membuka peluang
bagi masyarakat dan UMKM untuk berpartisipasi dalam ekonoomi
digital. Pengembangan dan penguatan infrastrulctur jaringan internet
dan intranet Pemerintah Daerah berfokus pads peningkatan
konektivitas, keamanan, dan efisiensi melalhui pembangunan jaringan
fisik, penguatan regulasi, kolaborasi antar instansi dan pemanfaatan
teknologi. Penguatan kebijakan dan regulasi  dalam rangka
mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur digital,
Sinkronisasi dan harmonisasi juga dilakukan untuk menyelaraskan
regulasi di tingkat daerah untuk mempermudah dan mempercepat
pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Penyediaan Data yang Akurat dan Relevan di untuk Pembangunan
Penyediaan Data yang akurat dan relevan membutuhkan sumber
yang terpercaya dengan metode pengumpulan meliputi pemanfaatan
data sekunder dan pengumpulan data statistik sectoral perangkat
daerah. Data tersebut kemudian diolah dan disajilkan secara objektil
dan konsisten. Penyediaan Data Statistik Sektoral penting untuk
mendukung pengambilan keputusan yeng akurat, memfasilitasi
perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis bukti, serta
meningkatkan keterbukaan informasi public melalui data yang
terintegrasi dan terpusat, memudahkan koordinasi antar instansi dan
meningkatkan kualitas pelayanan.

Pengamanan Informasi pada Sisterm Elektronik Pemerintah
Dasrah dan Penanganan Insiden Keamanan Informasi
Pengamanan Informasi pada system elektronik atau keamanan SPBE
sangat penting untuk melindungi data dan menjaga kepercayaan
public. Pengamanan Informasi SPBE antara lain dengan Penerapan
manajemen keamanan informasi [SMKI|, Penyusunan Prosedur
Pengendalian  Informasi, Pengelolaan Pihak ketiga, Penerapan
Standar Teknig Prosedur Keamanan SPFBE, Pemnatauan dan Audit
Keamanan, Edukasi dan pelatihan, Penanganan Insiden keamanan
dan Pengembangan jaringan telekomunikasi data yeng aman.
Pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman melibatkan
penernpan  berbagai  teknologi dan praktik keamanan untuk
melindungi data dari akses yang tidek sah. serangan siber dan
gangguan lainnya. Ini mencakup pengamanan jaringan lis;lé, enkripsi



data, firewall, autentifikasi pengguna dan pemantauan terus-
menerus. Beberapa aspek penting dalam pengembangan jaringan
telekomunikasi data yang aman meliputi enkripsi data,
menggunakan algoritma enkripsi untuk mengubah data menjadi
bentuk yang tidak terbaca oleh pihak yang berwenang, Firewall
menggunakan firewall untuk menfilter lalu lintas jaringan dan
mencegah akses yang tidak sah, Autentifikasi dan otorisasi untuk
memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses
jaringan dengan menggunakan kata sandi yang kuat, autentifikasi
dua factor, dan pemeriksaan identitas, Keamanan Jaringan
mengamankan perangkat jaringan seperti router dan switch dengan
mengupdate firmware, menggunakan kata sandi yang kuat, dan
memblokir akses yang tidak sah. Keamanan aplikasi mengamanlkan
aplikasi yang digunakan dalam jaringan dengan menggunakan
praktik pengembangan yang aman dan menguji aplikasi secara
berkala untuk kerentanan, Keamanan End-Point mengarmneankan
perangkat akhir seperti computer dan perangkat selular dengan
menggunakan antivirus, software anti-mahware, dan patch keamanan
secara berkala, Pemantauan dan Log memantau lalu litas jaringan
dan aktivitas pengguna untuk mendeteksi ancaman dan serangan.
Kebijakan keamanan dengan menetapkan kebijakan keamanan yang
Jelas untuk semua pengguna dan perangkat dalam jaringan.
Pendidikan dan HKesadaran dengan meningkatkan kesadaran
pengEuna tentang ancaman siber dan membenkan pelatithan tentang
praktik keamanan vang baik. Dengan menerapkan berbagai aspek
keamanan ini secara bersama-sama, jaringan telekomunikasi data
dapat menjadi lebih aman dan terlindung dari berbagai ancaman.
Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas HKomunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Daerah yang menguasal
teknologl informasi,

Pengembangan sumber daya aparatur adalah upaya sistematis untuk
meningkatkan kualitas, kompetensi, dan Kinerja aparatur
pemerintah. Ini melibatkan berbagai metode seperti pelatihan, diklat,
Pendidikan dan pengembangan karir. Tujuannya adalah untuk
mewujudkan aparatur yang professional, kompeten, dan mampu
memberikan  pelayanan  public  yang efektl dan  efisien.
Pengembangan Sumber dayas aparatur dilaksanakan untuk
meningkatkan kulaitaa Sumber daya manusia aparatir pemerintah
agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih bk,
sehinggn pelayanan public dapat ditingkatkan. Metode pelatihan
meliputi Diklat dalam jabatan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan
telinis, dan lain-lain, Metode Pendidikan dengan melanjutlkan
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Pendidikan formal, studi lanjut. Metode pengembangan karir meliputi
mutasi ketja, promosi jabatan, Manfaat pengembangan sumber daya
aparatur antara lain peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan
public dan peningkatan moral dan disiplin.
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Renstra Eementerian Komunikas! dan Digital Tahun 2024-2029
Rencana Strategis Kementerian Kemunikasi dan Informatika Tahun 2025-
2029, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RRJMN) Tahun 2025-2029,
Renstra Hementerian Kominfo Tahun 2025-2029 berfokus pada
transformasi digital, penguatan industri penyiaran, dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM] bidang digital. Kementerian Kominfo
berupaya mendorong transformasi digital di berbagai sector, termasuk
ekonomi, pemerintahan dan masyarakat yang mencakup digitalisasi
ekonomi, literasi digital, dan pemerintahan elektronik. Kemenkominfo juga
mendukung pertumbuhan  industry penyisran nasional  mellaui
pengembangan ckosistern dan penyesuaian dengan transformasi digital.
Kemenkominfo terus mengembangkan SDM digital melalui pelatihan,
pengembangan talenta, dan peningkatan  keterampilan  digital.
Kemenkominfo mempunyai program dan kebijakan antara lain

I,  Mendorong migrasi TV analog ke Digital (Analog Switch Off)

2  Memberkon layanan public di bidang pos, telekomunikasi dan

penyiaran
3. Menyelesaikan legislasi dan peraturan implementasi terkait TIK
4, Melakukan deregulasi perizinan dan kebijakan fiscal yang pro-
growth
2 Meningkatkan indels modal manusia
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, maka
Eementerian Kominfo telah menetapkan Sasaran Strategis pembangunan
bidang komunikasi dan informatika yang beberapa di antaranva terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi public Pemerintah Dasrah,

2, Meningkatnya tata Kelola dan manajemen SPBE, Layanan SPBE,

Infrastruktur SPRE dan SDM SPBE
3. Meningkatnya penyelenggaraan stalistic selctoral
Meningkatnya penerapan keamanan informasi pemerintah daerah
5. Meningkatnya kepercayaman masyarakat terhadap pelayanan
perangkat daesrah.
Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian
Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigl) juga telah merumuskan sejumlah
Arah Kebijakan berfokus pada transformasi digital, dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
digital yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi
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Dinas Komunikasi, Informatika, Statisitic dan Persendian Kabupaten
Kepulauan Selayar, antara lain :

Transformasi digital;

Pembangunan Infrastrukiur digital

Penguatan ekonemi digital;

Peningkatan Literasi Digital;

Pemerintahan Digital;

Pengawasan ruang digital,

R

Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2024-2029
Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029, disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RP.JMN) Tahun 2025-2024G, dengan fokus utama pada penyediaan
data statistic berkualitas dan insight untuk perumusan kebijakan serta
peniguatan kepemimpinan BPS dalam penyelenpgaraan Sistem Statistik
Masional (88N, yaitu :
L Penyediaan data statistik  berkuslitas dan maight untuk
pengambilan keputusan;
2 Menguatkan peran BPS dalam penyelenggaraan SSN: dan
3  Dukung RPJM 2024-2029 termasuk dalam swasembada pangan,
pertumbuhan ekonomi dan SDM.
Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 memilild tujuan yaitu:
L  Meningkatlean lcualitas dan relevans: data statistik :
a. Penyedinan data yang akurat, tepat waktu dan dapat diakses
oleh semua pemangku kepentingan;
b. Pengembangan metodologi dan standar statistik yang modern
dan relevan;
¢, Peningkatan kualitas dan efisiensi proses pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data,
2 Meningkatnya kolaborasi dan integrasi antar Lembaga :
a. Penguatan Kerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga ;
b, Pembentukan ekosistem data yang tenntegrasi dan efisien;
¢. Peningkatan sinergl antara BPS Pusat dan daerah,
3 Penguatan kapasitas SDM BPS :
a. Peningkatan Kompetensi dan Profesinalisme SDM BPS melalui
pelatihan dan pendidikan,
b, Pengembangan sistem manajemen SDM yang efektil dan cfisien
¢. Penyediaan Insenufl dan penghargaan bagi SDM BPS
berprestasi
4. Meningkatkan pelayanan prima dalam Penyelenggaraan Sistem
Statistik Nasional (SSH).
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3 Menguatkan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi di

BPS

& Menyediakan data statistic untuk dimanfastian sebagai dasar
pembangunan

7. Menyediakan data dan informasi statistic berkualitas untuk
mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

Dalam rangka memberikan pelayanan publilk yang prima, maks
Badan Pusar Statistik telah menetapkan Sasaran Strategis yang
beberapa di antaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Komunikasi, informatika, Statistik dan Fersandian Kabupaten
Kepulauan Selayar , antara lain :

I. Penyediaan dala statistik yang berkualitas

2 Peningkatan Kolaborasi dan Standarisasi:

1 Pelayanan Prima

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Badan
Pusat Statistik jugs telah merumuskan sejurnlah Arah Kebijaken yang
beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungs: Dinas
Komunikasi, [nformatika, Statisitik dan Persandian Kabupaten
Kepulauan Selayar, antara lain ;

1. Penyediaan Data Berkualitas;

2. Penguatan Sistem Statistik MNasional;

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Binergl Pusat dan Daerah;

Dukungan perumusan kebijakan berbasis data;
Fenyusunan Renstra unit Kerja.

Fenguatan rcgulasi statistik,

Reformasi Birokrasi,

Rencana  Strategis BPS periode 2025-2029 diswsun sebagai
dokumen awal dalam perencanaan lima tahunan yang menjabarkan
Visi, Misi, Tujuan, seria Prioritas Nasional di bidang Statistik menjadi
Basaran Strategis dalam ruang linglkup tugas, fungsi, dan kewenangan
BPS, yvang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang dengan
menetapkan Indikator Kinega Sasaran Strategis sebagai tolok ukournya,
Vigi Badan Pusat Statistik Tahun 2025 - 2029 adalah “Lembaga yang
independen, Terpercaya, dan Berperan Aktl dalam Mewujudlan
Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju

e B

Indonesia Emas®

81



Untuk dapat mewujudkan WVisi "Lembaga yang Independen,
Terpercaya, dan Berperan Aktf dalam Mewujudkan Perumusan
Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesiz Maju Menuju Indonesia
Emas”, Badan Pusat Statistik merumuskan tigs misi yang saling
terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi Badan Pusat
Statistik Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai beriloat:

1. Memberikan Insight berdasarkan data statistik nasional berkualitas
untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan covaluasi

pembangunan;

2. Mevwujudkan Sistem Statistik Nasional (85N) yang dapat diandalkan
dan dinanmis;

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan
efigien.

Melalui keterpaduan ketign misi tersebut, BPS berkomitmen untuk
menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan
vang strategis dan berbasis data, Depgan demikian, visi BPS sebagai
Lembags independen, terpercaya, dan berperan aktif dapat terwujud
secara konsisten memberikan manfaat optimal bagi pembangunan
nasicnal vang berkelanjutan,

Untuk mewujudkan wvisi dan melaksanakan misi di atas, BPS
menetaphkan 3 (tga) twjuan strategs vang saling mendukung, yang
dirancang uniuk memastikan keberhasilan dalam sctiap aspek penting
dari operasionalnyas sebagai berilout:

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Berbasiz Data Statistik Berkualitas dan [nsight vang Relevan;

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistern Statistik Nasional vang

Andal, Efeletsf, dan Efisien;

3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik vang Berloualitas,

Alcuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.
Berdasarkan hasil analisis internal kelembagaan BPS, maka terindentifilasi
ngikn-rigiko internal yang memberikan peluang dan dapat diberdayakan
secara maksimal untuk mencapai visi, misi dan tujuan-tujuan BPS 2025-

2029, yaitu,
1, Tersedia Sumber Daya Manusia (3DM) dengan kualitas statistik

Yang mumpuni;

4. Berpengalaman luas, mendalam, dan dalam jangka waktu yang telah
lama dalam kegiatan penyediaan data statistik;

Tersedia infrastruktur statistik yang mendukung;

Terdapatnya kepercayaan yang semakin meningkat dari pengEuna

data;

5. Adanya rekognisi internasional kepada BPS;



&.

Memiliki kredibilitas yang tinggl scbagai institusi independen,
merupakan sumber data statistik terpercaya baik di dalam maupun
di luar negeri;

Merupakan penyelenggara 58N dan pembina penvelenggaraan
301, maupun penyelengearaan kegiatan statistile ssctoral:

Memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan
indepen- densi BFS sebagal instansi vertikal,

Sementara risiko-risiko internal yang berpotensi menghambat dan
memerlukan pembenahan serta penguatan secara terarah dan sistematis
adalah sebagai beriloat:

1

ol

10.
i

Proses bisnis statistik masth memerlukan penguatan melalui
integrasi dan modernisasi:

Perencanaan dan manajemen kegiatan pengumpulan data belum
efektf;

Institusional branding belum maksimal:

Pemanfaatan big data dan sumber data baru belum maksimal:
Peran BPS sebagai pembina statistik sektoral belum optimal;
Penerapan manajemen nisiko belum maksimal;

Mekanisme/sistem kerja dan beban kerja berdampak pada
kesehatan pegawai;

Nilai-nilai dan budaya kerja sudah dipahami, namun perly
diwujudkan dalam bentuk perilaku;

Penganggaran terbatas untuk pengadaan sarana/ prasarana kritikal;
Kualitas layanan statistik masih perlu ditingkatkan;

Metodologi statistik periu ditingkatkan untuk menjaga relevansinya
dengan dinamika terkini,

Berdasarkan hasil analisis PESTEL, malka teridentifikasi risilko-

risiko eksternal yang memberikan peluang untuk dieksploitasi secara
optimal dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan-tujuan BPS 2025
2029, yaitu:

L

Kerjasama internasional berpotensi meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas SDM mau pun lembaga BPS;

Globalisasi dan integrasi ekonomi dunia menderong akselerasi
standardisasi internasional terkait metodologi dan  indikator
statistik;

Peningkatan peran indikator statistik di dalam proses perumusan
kebijakan nasional, khususnya penerapan ekonomi hijau;
Digitalisasi dan internet of things;

Potensi pemanfastan sumber data baru (big data dan data
administrasi];
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Perkembangan Big Data Analytics dan  Artificial Intelligence
berpotensi meningkatkan nilai tambah indikator statistik bagi
pehigguna,

Peningkatan permintaan indikator-indikator statistilk baru sesuaj
dengan dinamika perubahan ekonomi, demografi, sosial dan
lingkungan;

Potensi pemanfaatan teknologi blockchain dalam kegiatan sensus
mau pun penyelenggaraan 88N untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, privasi dan kerahasiaan data.

Sementara risiko-risiko eksternal vang berpotensi menghambat serta

memerlukan penanganan secara proaktif adalah sebagal berikut:

i3

Statistik resmi yang dihasilkan kehilangan relevansi akdibat
perubahan global mau pun nasional yung dinamis;

Dinamika perubahan lingkungan yang sangat dinamis;
Peningkatan tuntutan indikator statistik yang berkualitas;

Literasi statistik yang rendah di kalangan pengguna;

Keterbatasan penyediaan anggaran  belanja negara  untuk
mendukung kebutuhan sarana dan prasarana kritikal:
Inkompatibilitas metodologi dan indikator statistik internasional
dengan indikator statistik nasional;

Tuntutan penyediaan statistik berkualitas tidak dilkuti dengan
pemberian mandat yang memadai kepada BPS,

Tabel 2.17
Tentangan dan Peluang Pelayanan Dinas Homunilaed, Informatiles,
Btatistik dan Persandian

Giobalisasi mformasi vang o
berdampak pada ngan
ktt::"uu?mm informasl pelayanan public {merij
publik yang berdampak padd pemerintah digital)
keterbukaan informasi

Humbﬂ' Daya | Keterbatasan tenaga ahli Adanya peluang
Manusia (SDM) di bidang TIK dan peningkatan kompefensi

keamanan informast yang melalui Pﬂﬂ:l'lﬂﬂ dan
bersertifikasi nasional. kerja sama dengan
institusi pendidikan serta

pihak swasta.

B4




85



fa

Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2024-2029

Rencana Strategis Badan Sandi dan Siber Nasional Tahun 2025-2029,
disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029,

Renstra Badan Sandi dan Siber Nasional Tahun 2023-2029 memiliki
tujuan yaitu;

Mewujudican keamanan siber yang kuat dan berleelanjutan.
mendukung transformasi digital nasional menuju Indonesia
Mengembangkan SDM di bidang siber:

Menguatkan tata Kelola keamanan siber

Metijaga kedaulatan dan kepentingan nasional
Meningkatkan kesadaran masyarakat

Dalam rangka memberikan pelavanan publik yang prima, maka Badan
Sand: dan Siber Nasional telah menetapkan Sasaran Strategis yang beberapa
di antaranya terkail dengan tugas pokok dan fungai Dinas Komunikasi,
mformatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar , antara
lain :

1. Peningkatan keamanan dan ketahanan siber nasional,

2, Penguatan kelembagaan BSSN,

B oA ga pa =

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Badan Sandi dan
Siber Nasional juga telah merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang
beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi [Mnas
Komunikasi, Informatika, Statisitik dan Persandian Kabupaten Kepulauan
Selayar, antara lain :

1. Penguatan pengamanan infrastruktur siber;

2. Pembangunan dan penguatan computer emMergency response team;
d. Penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber;

Telanhan Rencana Strategis Dinas Homunikasl, Informatiks,
Btatistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana  Strategis Dinas komunikasi, Informatilka, Statistik dan
Persandian Kebupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2029, disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Janghka Menengah Daerah
[RPIMDY Eabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2029. Penyusunan
Eenstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2024-2029 diarahkan sebagai langkah akselerasi
dan mensinergikan perencanaan sebagal tohapan penguatan, perluasan,
pendalaman dan sckalipus penyempurnasn dari pelaksanasn program yang
telaly dilaksanaaln sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan Sulawesi
Belayan vang Inovahf, Produletif, Kompetitif, Inklusf dan Berlkaraleter,
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Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, maka Dinas
Komunilkasi, Infermatika, Statistik dam Persandian Kabupaten Kepulauan
Selayar, menetapkan Sasaran Strategis yang beberapa di antaranya terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunilcasi, informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Kepulausn Selayar , antara ain :

L

Meningkatnya penyebaran informasi publik dan implementasi e-
Government pada layanan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral;

Terwujudnya fungsi identifikasi, proteksi, penanggulangan dan
pemulihan di bidang keamanan informasi yang efektifl dan efisien;
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan
Keuangan Peranghkat Daerah.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga telah merumuskan
sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Stabsitik dan Persandian
KEabupaten Eepulauan Selayar, antara lain :

1

Mewujudkan ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan
komunikasi dan informatilea untuk mendulung fokus pemerintah;
Peningkatan  Efeltifitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan
pemerintahan dasrah melalui pemanfaatan TIK

Satw Data dalam mendukung infrastruktur dan  tata  kelola
penyelenggaraan statistik;

Meningieatkan pengembangan dan penerapan teknologi kearmaan
dan sarana pendukung keamanan informasi;

Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kempetensi
Sumber Daya Manusia,
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3.1 Tujuan Renstra Dinas HKomunikasl, Informatika, Statistlk dan
Persandlan Tahun 2025-2029,

Sesuai tugas dan fungsi, Dinas Kemunikas, Informatika, Statstk dan
Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Kewenangan

Pemerintah Daerah dalam penyelenggarman urusan homunikasi dan
Informatika sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup
pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, pengelolaan
nama domain vang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain oleh
Pemerintah Daerah, serta pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengintegrasikan seluruh implemenlas:
e-Government  di seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden
Nomor 39 Tabun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Badan Siber
dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk
Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar akan terus berupaya uniuk membangun dan
mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi
publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat,

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan
Selayar telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun
ke depan.

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses
perencanaan strategis. Hegiatan ini merupakan kegiatan yang menyeluruh dan
terpadu  yang meliputi penetapan hkebijakan dan program dengan
memperhatikan sumber daya organisasi dan faktor-faktor lainnya.

Penyusunan rencana strategis perangkatl daerah sangat dipengaruhi dan
merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Hepulavan Selayar. Dengan demikian, penyusunan rensira
Dinas Komunikasi, Informatike, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan
Selayar sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-
2029,

Vigi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2025-
2029 sebagal gambaran realites masa depan yang ingin dituju dalam kurun
waktu 5 tahun ke depan adalah “Bersama Membasa Selayar Magu dan
Sejahtera®
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Adapun rumusan pemaknaan visi tersebut adalah :

Bersama adalah “Benfuk sinergitas diantara penta helix pemangku
kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakal, dan Media)
wang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan ang
utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat toleransi untuk mengelola sumber daya
alarm, dalam rangka membangun perekonomian daerah”, dengan Prinsip
Pembangunan :

1. Meminimalkan kesenjangan ekonomi antara Selayar daratan dengan
Selayar kepulauan.

2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diterima oleh penduduk Pulau
Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulavan,

3. Pelayanan sosial yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama
dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan Tingkat kesejahteraan
penduduk Pulau Selayar, sama dengan tingkat kesejahteraan pendudul
kepulavan,

4. Tingkat kesejahterman penduduk Pulau Selayar, sama dengan Tingkat
kesejahieraan penduduk kepulauan
Infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan pulaunya.

6. Ketersedizan pangan (bahan makanan| di Pulau Selayar, sama dengan
yang ada di kepulauan.

7. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berkeadilan, untuk
mencapai kemajuan dan kesejateraan,

Membawa artinya “Pergerukan priloku ekonomi sebagai daerah konsumen
menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas managjemen dan feknologi
industn menuu masyarakatl maju dan sejahtera”,

Mafu artinva “Kemampuan daeraoh melakuban perubahan paradigma
pembangunan dengan menerapkan digitalisasi dan teknologl industrd pada
penyelenggaraan pemeriniahon dan perekonomian dengan hillrisasi sumber
daya alam berbasis UMKM dan huluisasi pada ekonomi hijau dan ekonomi birs
berbasis potensi unggulan lokal®, dengan agenda pembangunan di bawah ini :

1. Kesempatan berusaha terbuka;
Lapangan kerja tersedia;
Anghka pengangguran menurun;
Angka kemiskinan menuran,
Daya beli masyarakat meninglkat;
Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan
Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.
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Sefahtera artinya "Hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan
lapangan usaka baru dan membuka kesempatan keria bogi masyarakat untuk
meminimalkan pengangguran dan kemiskinan, seria memberi doampak pada
meningkainya daya beli masyarakat®, dengan kondisl vang diharapkan -

l. kesempatan berusaha terbuka;

lapangan kerja tersedia;

Angka pengangEuran menunin;

Angka kemiskinan menurun;

Daya beli masyarakat meninglat;

Hetentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan
Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Mengacu pada uraian-uralan tersebut di atas, maka dirumuskan Misi

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun
REIMD 2025-2030 adalah, sebagai berilout

e S LB

Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel
dan Adaptif

Misi-1 ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
kerja melalui "Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur® yang menghasilkan
ASN kreatil, inovatif, dan kolaboradf serta mampu mengikutd perubahan
lingkungan dan perkembangan teknelogi digital, dalam rangka mewujudkan
reformasi  birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan
menciptakan inovasi dacrah.

Misi 2 : Meningkatkan KEualitas Hidup Masyarakat

Misi-2 int dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta
meningkatkan keterampilan dan  kemampuan kerja melalui  “Program
Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat® yang menghasilkan SDM mamndiri,
tenaga kerja siap pakai, kreati, dan mampu berinovasi untuk menciptakan
lapangan usaha, dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan

kemiskanan,

Mist 3 : Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Dasrah

Misi-2 ini dilaksanakan untuk membentuk perubahan paradigma pembangunan
ekonami berupa kebiasaan menjual bahan mentah, menjadi kebiasaan menpaal
produk akhir yang berkualitas melalui *Program Hilirisasi Sumber Dava Alam”
atau petik-olah-jual dengan teknologl Industri, dalam rangka membulea
kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja sebanyak munghin.
Misi-3 juga dilaksanakan untuk meningkatkan produk daerah melalui “Program
Pembinaan Manajemen Lembaga Usaha dan Masyarakat” dengan digitalisasi
pemasaran bagi UMKM, BUMDes, Koperasi, dan/atau BUMD, dalam rangka
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
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Misi 4 ; Meningkatkan Pengelolaan Sumber Dapa Perdesaan
Misi-4 ini dilaksanakan untuk mengembangkan perekenomian masyarakal
perdesaan dengan melakukan pembinaan pengelolaan potensi sumber daya
unggulan, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam [SDA]
pada masing- masing desa melalui "Program Pengembangan Infrastrulktur
Perekonomian Masyarakat Perdesaan®, dalam rangks meningkatkan daya beli
masyvarakat dan pendapatan daesrah.
Misi 5 ; Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastrukiur Wilayah
Misi-5 ini dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur
perhubungan secara proporsional sesuai kebutuhan dan terkoneksi di seluruh
wilayah kabupaten melalui *Program Pengembangan Prasarana Transportasi®
dengan melakukan pembangunan, rchabilitasi, dan pemeliharaan fisik
prasarana, dalam rangks membangun kesatuan echonomi antarpulau  dan
kesaman wilayah kebupaten.

Misi ; 6 Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama

Migi-6 ini dilaksanakan untuk menviapkan fasilitasi kegiatan kepada lembaga

atay organisasi kemasyarakatan dengan melakukean pembinaan kelembagaan

sosial, budaya, dan agama, serta pembinaan masyarakat penvandang masalah
sosial melahai @

8  "Program Pembinaan Sosizl Kemasyarakatan®, dalam rangka membangun
keberdayaan, persatuan, dan kesatuan masyarakat didalam keragaman
suku, agama, dan budaya yang menjunjung tinggi sifat toleransi, serta
membanghkithan sifat kegotong-royongan.

b, "Program Pembinaan Heagamaan®, dalam rangka menumbuhkan dan
meningkatkan keimanan dan ketakwaan (Imtak] yvang menjunjung tngg
etika dan budaya sesuai keyakinan yang dianut.

Migl : ¥ Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan
Hidup yang Berkelanjutan

Misi-7 ini dilaksanakan untuk mengendalikan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan serta menjaga, melestankan dan memelihara
lingkungan hidup dimulai dengan penyehatan lingkungan permukiman,
pengelolaan limbah, serta meningkatkan peran masvarakat dalam mencegah
pencemaran dan  perusakan lingkungan melalui program “Pembinaan dan
Pelestarian Lingkungan Hidup®, dalam rangka mewujudkan pembanpgunan
berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Walkdl Kepala
Daernh memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas
komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yaitu:
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Pernyataan Misi I : Meningkatkan Pengelolean Pemerintahan pang
Akuntabel dan Adaptif.

Pada Misi 1 ini, Dinas komunikasi, Informatika, Staustk dan Persandian
diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
menjadi lebih professional, bermutu dan akuntabel menuju tata kelola
pemerintahan yang baik melahii penyelenggaraan e-Government.

Selain telaahan terhadap visi dan misi yang diursikan di atas, Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian jugas memiliki keterkaitan
langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-
program pembangunan, sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 Program Informesi dan Komunikasi Publik

3 Program Aplikasi Informatika

4,  Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

5 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
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Visi Bupati Eepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama
Membawa Selayar Mafu dan Sejahtera

Adapun rumusan pemaknaan visi tersebut adalah :

Bersama adalah “Bentuk sinergitus diontara penta helix pemangku
kepentingan [Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Mosyarakat, dan
Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam saty
kesatuan yang utuh, solid, dan menfurjung tinggi sifal toleransi uniuk

mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun perekonomian
dasrak”.

Membawa artinya “Pergerakan prilaku ekornomi sebagal  daerah
kensumen menjadi  daerah  produsen dengan peningkatan  kualitas
manafemen dan teknologt industri menuju masyarakat maf dan sefahtern”,

Mafu artinya "Kemampuan daerah melakukan perubahoan paradigma
pembangunan dengan menerapkan digitalisasi dan teknologi industri
pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan hiltrisasi
sumber daya alam berbasis UMKM dan huluisasi pada ekonomi hifau dan
ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal®,

Sefahtera artinya “Hasil pembangunan yang dicapat telah menciptakan
lapangan usaha boru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat
untuk meminimalkan pengangguran don kemiskinan, serta member
dampak pada meningkatnya daga beli masyarakat”,

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Mis
Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun
RPJMD 2025-2030 adalah, sebagai berilcut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan
Adaptif

Meningkatlkan Kualitas Hidup Masyarakat
Meningkatkan Pengelolaan Perekonominn Daerah
Meningkatlean Pengelolaan Bumber Dawva Perdesaan

. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastrukiur Wilayah
Meningkatlkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama
Meningkatkan Pengelolann dan Pengendalian  Lingkungan
Hidup vang Berkelanjutan

N e AW
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Merujuk pada Misi Pertama vyaitu “Meningkatkan Pengelolaan
Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptil” sesuai dengan tugas pokok
dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statsitik dan Persandian
telah  menetapkan Tujuan Perangkal Daerah “Mewwfudkan
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik’.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elcktronik adalah penyelenggaraan
pemerintahan  yang menggunakan teknologi informasi  dan
komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada masvaraleat.
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ([SPBE]
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan efektivitas, tansparansi, dan akuntabilitas
penyvelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.
Beberapa langkah untuk mewujudkan SPBE adalah Pembangunan
Infrastruktur TIK terintagrasi, Disitalisasi Arsip dan Dokumen,
Pengembangan Aplikasi dan Sistemn berbagi pakai, Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) dan Penguatan Kebijakan dan
Peraturan.

Dasar Hukum Penvelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 953 tahun 2018 tentang
SPBE.



3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
- Persandian Tahun 2025-2029,

g Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian sebagai berikout ;

i 1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah
Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika
Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Seletoral

Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Meningkatnya Hepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan
Perangkat Daerah

ol I
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e Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrahb,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kepulauan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Selayar terdapat pada Misi 1 (Satu] Meningkatkan Pengelolaan
Pemerintahan yvang Alnuntabel dan Adaptif,
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Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya
ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun, Tujuan dan
sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat
prioritag tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat dasrah
selama lima tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangha Menengah Peranghat
Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:
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Sasaran Meningkatnys Keterbukaan Informasi Publik  Kabupaten
Kepulauan Selayar dengan indikator Indeks Keterbukaan [nformasi Publilk yang
didapatkan melalui pemeringkatan Badan Publik vang dilaksanalkan oleh Komisi
Informasi Pusat. Peringkat keterhukaan informasi bagi Badan Publik adalah
suaty tools yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengetahii
sejauh mana Badan Publik melakukan pengelolaan informasi publik sesuai
dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas
Publik dan Peraturan Komisl Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022, Komisi Informasi pada level Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/ Kota melaksanakan Monitoring dan Evaluasi [Monev]
Keterbukaan Informasi Publik  yang  bertujuan  mengidentifikasi,
menginventarisir dan memberikan umpan balik atas permasalahan yang timtul
dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik. Metode
Monev Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik menggunaken klasifikasi
(clustering) menjadi 5 (lima) kategori, yaitu: informatif, menuju informatif, cukup
informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Klasifikasi (clustering] dibagi
menjadi 5 (lima) kategori vang ditentukan oleh skoring nilai keterbukasn
informasi. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik,
didasarkan pada Pengisian Kuesioner yang memuat 6 (enam] indikator y=itu
Indikator Sarana dan Prasarana, Digitalisasi, Jenis Informasi, Kualitas
Informagzi, Kemintmen Organisasi, dan Inovasi dan Strateg.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan
indikator sasaran Indeks SPBE adalah tingkal Kematangan pencrapan dan
pelaksanaan tindakan-tindakan konkret yang diarshkan untuk mencapai
tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE. Tingkat ini mencakup langkah-
langkah yang diambil oleh seluruh pihak yang terlibat di instansi untuk
menerapkan aspek-aspek penting dalam kebijakan arsitektur SPBE, antara lain
aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi
proyek TIK., Untuk penilaian pengukuran tingkat implementasi kebijakan
Arzitebttur SPBE pada Pemerintah Provinsi dilalbikan oleh EKementerian
Fendayagunaan Aparatur Negara dan Beformuasi Blrokrasi,

Sagaran Meningkatnya Penyvelenggaraan Statistik Sektoral dengan
Indikator Indeks Pembangunan Statistik adalah tercapainya data statistik
sectoral yang berkualitas dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Tujuan
Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah meningkatkan Kualitas
Data, Meningkatkan Pemanfaatan Data, Mendubung Kebijakan, Mewujudkan
Satu data [ndonesia, Meningkatkan Efisiensi dan Efeltivitas, Membangun
Sistern Statistik Nasional vang Handal dan Meningkatkan Akuntabilitas dan
Transparansi, Indeks Pembangunan Statistik diukur dari tngkat kematangan
penvelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Statistik Selctoral di Instansi
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Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar bertanggung jawab sebagai walidata
yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data
dan informasi selurub Perangkat Dasrah (PD) yang melaksanakan kewenangan
daerah. Untuk pemenuhan data statistik sektoral yvang cepat, akural, dan
altuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sehagal
layanan kepada masyarakat. Data statisik sektoral yang dipublish harus
memenuhi standar data, dilengkapi dengan metadata dan harus memenuhi
prinsip interoperabilitas data.

Sasaran Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Daecrah dalam
mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE| dengan indikator
Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yvang merupakan aplikasi yang digunakan
sebagni alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tinghat kesiapan
(Kelengkapan dan Kematangan] penerapan keamanan informasi berdasarkan
kriteria SN1 ISO/IEC 27001. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis
kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai
perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja
keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI
dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui
Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi

Sasaran Meningkainya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan
Perangkat Daerah dengan indikator Predikat hasil evaluasi SAKIF Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan
Selayar dan Indeks Kepuasan Masyarakal Terhadap Pelayanan Perangkal
Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan dasar dan pelaksanaan Evalunsi SAKIP vang dilakukan
untuk memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan serta menilai
perkembangan pelaksanasn akuntabilitas kinera dard  masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah [(OPD) yang ada pada lingkup Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar,
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3.3 Btrategi Dinas Komunikasi, Informatiks, Statistik dan Persandian
Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DISHOMINFO SP

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatil untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi dijadikan salah satu
rujukan terpenting dalam perencanaan pembangunan daergh. Rumusan strategi
merupakan pernyataan vang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapad yang
selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijalan,

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan berbasis tekmologi informasi. Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun penahapan
rencana strategis untuk periode lima tahun, yaitu tahun 2026 hingga 2029,
Penahapan ini disusun sebagai acuan dalam mengarahkon pelaksanaan
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
strategis perangkat dasrah.

Dengan adanya penahapan ini, diharapkan seluruh program dan
kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten
Kepulauan Selayar dapat dilaksanakan secara terarah, efisien, dan memberikan
dampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
di Kabupaten Kepulauan Selayar. Setiap tahapan dirancang secara bertahap dan
dimulai dari penguatan regulasi dan
pembangunan infrastruktur TIK, opiimalisasi lavanan digital, hingga penguatan
keamanan informasi dan evahoasi menyeluruh terhadap capalan yang telah
diraih, Terkait penahapan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel
3.4 berikut ini :

berkesinambungan, kelembagaan,

Tabel 3.4
Penahapan Renstru DISKOMINFO SF Kabupaten Kepulanan Selayar
TAHAP 1 TAHAP I TAHAPI | TAHAPIV TAHAF V
{2026) (2027] (2028) (2029) (2030)

(1 2 El] 4 (5)
Penguatan Pembangunan Optimalisasi Peninghatan Evaluasi &
Landasan Infrastruktur Layanan Heamanan Penguatan
Kebijakan Dasar SPBE dan | Publik Informasi Aluntabilitas dan
dan Regulasi | Sistem Berbasis dan Integrasi Keberlanjutan
SPBE Informas Digital
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Tahap 1 Penguatan Landasan Hebijakan dan Regulasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Arsitelcur
SFBE, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Selayar,
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitekiur SPBE Nasional
dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformas
Digital dan keterpadusn Layanan Digital Nasional, Penguatan Landasan
Kebijakan dan Regulasi SPBE perlu dilakukan untuk mempercepat transformasi
digital dan keterpaduan layanan digital nasional.. Peraturan Presiden Nomaor 95
Tahun 2018 tentang SPBE menjadi fondasi awal penerapan SPBE, tata Kelola
dan evaluasi SPBE. Peraturan Presiden Nomeor 132 Tahun 2022 tentang
Argitektur SPBE Nasional menetapkan aturan dasar pengembangan dan
pembangunan infrastruktur SPBE berdasarkan arsitektur yang terintegraasi.
Peraturan Presiden Nomor B2 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi
Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menginisiasi percepatan
translormasi digital, keterpaduan layanan, serta menunjuk Lembaga terkait
termasuk pengelolaan data dan layanan Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor
39 Tahun 2019 tentang satu Data Indonesia menjadi Regulasi pendukung yang
berkaitan dengan pengelolaan data dalam penyelenggaraan SPBE. Penguatan ini
bertujuan menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efisien,
transparan dan akuntabel melalui penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi, yang mencakup penataan organisasi, pengembangan layanan
public terpadu, penguatan infrastruktur TIK yang terintegrasi  serta
pengembangan S3DM yang kompeten dan inovatif. Mewujudkan tata Kelola yang
lebih baik untuk memastikan pemerintahan yang lebih bersih, efisien,
trunsparan dan akuntabel. meningkatkan lualitas layanan public dengan
mengembangkan pelayanan public berbasis elektronik yang terpadu dan
menjangkau masyarakat luas. Membangun infrastruktur TIK yang andal dengan
mengntegrasikan dan mengamankan system informasi dan  komuonikas
pemerintah. Memastikan kepatuhan dan keamanan data dengan menjaga
kerahasiaan, integritas dan perlindungan data pnbedi pengepuna system
elektronik. Mendorong transformasi digital dengan menciptakan kerangka kerja
yang jelas untuk digitalisasi birokrasi dan layanan pemerintah secara nasional.
Aspek yang ditekankan adalah perencanaan strategis dengan memberikan arah
yang jelas dan terukur bagl digitalisasi pemerintahan sejalan dengan roadmap
SPBE nasional, interoperabilitas system dengan memastikan berbagai system
elektronik dapat saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai layanan
yang terpadu, menajemen resiko siber menekankan pada aspek keamanan siber
untuk melindungl system dan data dari ancaman, pelibatan masyarakat dengan
memastikan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital
pemerintah dan keterpadusn strateg dengan membangun sinergi penerapan
SPBE vang luat antara kementerian, Lembaga dan pemeriniah daerah
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Tahap 2 Pembangunan Infrastruktur Dasar SPBE dan Sistem Informasi

Pembangunan Infrastruktur Dasar SPBE dan Sistem Informasi adalah
proses integrasi vang bertujuan untuk menciptakan layanan pemeriniahan
yang efisien dan transparan melalui pemanfaatan teknolog informasi dan
komunikasi [TIK}. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur TIK Bersama
vang terintegrasi, pengembangan aplikasi SPBE, penerapan arsitelebur data dan
informasi serta penguatan aspek tata Kelola dan keamanan demi mewsujudloan
transformasi digital pemerintahan. Komponen pembeangunan infrastruktur
dasar SPBE dan system informasi antara lain :

Infrastruktur SPBE vang merupakan tulang punggung system, mencalup
pusat dats, jaringan intra pemerintah dan system penghubung layanan
yang dapat digunakan secars bersama-sama oleh berbagal instansi
pemerintah uniuk penyelenggaraan SPBE

Aplikasi SFBE merupakan program dan prossdur computer yang dirancang
untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SFBE baik untuk aplikasi
umum maupun aplikasi khusus yang mendukung proses bisnis
pemerintah,

Arzitebtur data dan  Informasi merupakan kerangka kerja  yvang
mengklasifikasikan dan mengatur seluruh data dan  informasi  di
lingkungan pemerintahan untuk memastikan kualitas dan keandalan data
yang mendukung proses bisnis dan lavanan SPBE.

Tata Kelola fan Keamanan mencakup manajemen resike, keamanan,
informasi, asset TIK, sumber daya manusia, dan system secara
keseluruhan. Ini memastikan penerapan SPBE yang terpadu dan terkendali
termasuk pelaksanean audit Teknologl Informasi secara berkala.

Manfaat pembangunan infrastruktur dan system informasi antara lain
efisiensi dan efektivitas yaitu mempercepat proses kerja dan memingkatkan
kualitas pelavanan public melahii pemanfaatan teknologi, Transparansi dan
Akuntabilitas memungkinkan pertanggungjawaban data yang baik dan proses
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, Transformasi Digital
menjadi kerangka kerja utama untuk menerapkan prinsip-prinsip transformasi
digital dalam birokrasi pemerintahan, Satu data Indonesia [SDI) terintegrasi
untuk memastikan data vang berkualitas dan interoperabilitas data antar
nstansi pemenntah, mendukung pengambilan keputusan yvang akurat.

104



Tahap 3 Optimalisasi Layanan Publik Berbasis Digital

Optimalisasi Layanan Publik Berbasis Digital adalah transformasi system
layanan konvensional menjadi digital untuk meningkatkan efisiensi,
aksesibilitas, trangparransi dan akuntabilitas melalu pemanfaatan teknologi
informasi seperti platform digital, aplikasi mobile dan media social, Untuk
mencapai Optimalisasi Layanan Publik Berbasis Digital diperfultan dukungan
infrastruktur digital, pengembangan readmap transformasi digital, peningkatan
kompetensi petugas, kolaborasi multi-pihak (pemerintah, swasta, akademisi)
serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Strategl untuk
mengoptimalkan layanan publik digital antara lain Pengembangan infrastrukiur
dan teknologi dengan perluasan akses dan peningkatan infrastrukrur digital
serta penerapan  teknologl baru, Pengembangan Sistem terintegrasi dengan
meluncurkan portal terpadu untuk menyatukan berbagai aplikasi layanan
digital dan menghindari tumpeng tindih, Peningkatan kapasitas SDM dengan
meninglkatkan kompetensi petugas pelayanan public dalam memanfaatkan
teknalogl digital, Membangun kemitraan dengan melakukan kolaborasi dengan
sector swasta, akademisi dan masvarakat sipil untuk menciptakan solusi
inovatif dan ekosistemn yang mendukung transformasi digital, Pengembangan
regulasi adaptif dengan membuat regulasi yang progresif untuk mengatur
penggunaan teknologl digital secara etis, menjaga keamanan data, dan
melindung! hak masyarakat, memdorong Inovasi dengan mencipiakan
lingkungan yang mendukung inovesi termasuk dengan mengadopsi metode
design thinking dan mengadakan kompetisi inovasi internal, Pemanfaatan Media
Sosial dengan mengoptimalkan penggunaan media social secara professional
untuk memberikan informasi yang alturat, memfasilitasi interaksi dan mensrima

masukan dari masyarakat.

Tahap 4 Peningkatan Keamanan Informasi dan Integrasi

Peningkatan Keamanan [nformasi dan [ntegrasi dilakukan dengan
menerapkan control akses yang ketat ketat, menggunakan autentikasi
multifactor [MFA], enkripsi data, serta pembaruan peranghkat lunak sccara
berkala. Selain itu penting untuk melakukan audit dan pemantauan rutin,
menyediakan pelatihan keamanan bagi pengguna dan membual cadangan data
(Back up) secara teratur untuk melindungi dari ancaman scperti peretasan dan
pelanggaran data. Strategi peningkatan keamanan informasi dengan
memperkuat keamanan akun seperti menggunakan kata sand: yang kuat dan
unik, serta mengaktifkan autentikasi dua factor (2FA) atau autentikasi
multifactor (MFA) untuk lapisan keamanan tambahan, Memperbari peranghkat
lunak secara berkala mencakup perbaikan kerentanan keamanan schingga
dapat mencegah cksploitasi oleh penyerang, Mewaspadai ancaman phising
dengan Mengedukasi dan Pelatihan pengguna sangat penting untuk membantu
mengenali dan menghindari serangan siber seperti email atau pesan phising,
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Menggunakan perangkat Keamanan yang Andal dengan memasang dan
memperbarui perangkat keamanan firewall dan antivirus untuk melindungi
system dari akses tidak sah dan serangan malware, Melakukan Pencadangan
Data |Back Up) dengan membuat cadangan data secara rutin untuk memastikan
informasi dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan karena
insiden keamanan atau bencana. Srategi Peningkatan Integrasi Keamanan
antara lain Mengidentifikasi dan Penilajan resiko dengan melakukan analisis
ancaman dan penilaian kerentanan pada system dan jaringan untuk
mengidentifikasi potens! resiko  keamanan  yang mempengaruhi  data,
Mengimplementasikan arsitektur zero trust dengan mengadopsi pendekatan
Zero Trust [ZTA) yang mengansumsikan tidak ada enritas yang terpercaya secara
inheren sehingga menerapkan control akses yang ketat, Enkripsi data Sensitif
untuk melindungi data senasitif terutama saat data diintegresikan dengan
memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mendekripsinya, audit
dan pemantavan Rutin dengan melakukan audit dan pemantauan secara teratur
untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memastikan kepatuhan terhadap
kebfjakan keamanan, Melindung data perangkat bergerak dengan memastikan
data yang disimpan dan diakses melalui perangkat selular dilindungi secara
memadai.

Tahap 5 Evaluasi dan Penguatan Akuntabilitas serta Keberlanjutan

Evaluasi dan Penguatan Akuntabilitas serta Keberlanjutan merupalan
proses mstematis  untuk mengukur dan meningkatkan kinerja instansi
pemerintah agar lebih efektif, efesien, dan berorintasi pada hasil yang dapat
dipertanggungiawabkan. Evaluasi bertujuan menilal sejaubh mana instansi
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)
melalui  perencanean, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi  lkinerja,
sementara penguatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja,
mendorong transparansi dan menjaga kepercayaan public melalui perbaikan
manajemen dan pemanfaatan tekmologh.,
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3.4 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan
Selayar, maka diperlukan kebijakan perangkat daerah.

Kebijakan merupakan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal
yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan
maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangha mengatur, mendorong
dan menfasilitasi kegiatan masyaralkat.

Pembangunan sektor komunikasi, informatika, statistik dan persandian
memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang
lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
di Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya untuk mengetahui alternative strategi
pengembangan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri
dari Kelouatan (Strength) dan Kelemahan |(Weakness) merupakan factor internal
SKFD, sedangkan Peluang (Opporfunity] dan Ancaman (Threaths]| merupakan
faktor eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran Dinas Komunikas:, Informatika, Statistik dan Persandian dalam
mengembangkan tugas dan fungsinya

Berikut identifikasi faktor-faktor vang akan mempengaruhi keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandien den alternative strategi berdasarkan pendekatan SWOT pada
pengembangan sektor komunikasi, informatilea, statistik dan persandian di
Kabupaten Kepulauan Selayar.

Faktor Internal (IFAS) :
. Kekuatan [Strength], antara lain terdicd darci :
1.  Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan
wali data statistic sectoral. Tupoksi Dinas Kemunikasi, Informatila,
Siatslik dan Persandian dalam menvediakan layvanan leamanan
informaal
2 Dinas Komunikasl, Informatiks, Statistik dan Persandian merupalkan
wjung tombak dalam penvampaian Program dan Kinerja Pemerintah
Daerah
b. Kelemahan [Weakness), antara lain terdiri dari :
1. Rendahnva kualitas dan kuantitas SDM vang dimiliki oleh Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Terbatasnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi  Komunikasi
dan Persandian
3. Belum tersedianya  infrastruktur  data Dinas  Komunikasi,

Infermatika, Statistik dan Persandian
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4. Dulkungan regulasi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan
Tupoksi yang masih minim,
- Faktor Eksternal
a. Peluang (Opportunity), terdiri dari :
e 1, Program pemerintah terkait dengan digitalisasi pelayanan publik
(menuju pemerintah digital)
an 2, Pengaturan Satu Data Indonesia untuk mendukung perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
3. Tuntutan terhadap keamanan informasi dalam penyelenggaraan
Pemenntah Daerah
4. Teknologi Informasi dan Kemunikasi yang dikembangkan dalam
Pemerintahan (egovernment) agar masyarakat semakin mudah
L mengakses kebijakan pemerintah
b. Ancaman (Treath), terdiri dari
B 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi
publilk
R 2. Tantangan penerapan e-government adalah keamanan informasi
(kebocoran data/informasi pemerintah)
3. Perubahan zaman yang sangat cepat  terutama menghadapi
perkembangan telenologi, informasi dan komunilasi
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Aplikasi Layaman
Pubdik

Tabel 3.5
Arah Hebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatiiks, Statistik dan Persandian

1. Meningkatkan pelayanan mformasi
paiblik dalam ranghn keterbulkaan
mformagi publik;

? Memperbanyak produksi konten

informasl pubdik diseria dengan

prainghatan kualites kanten;

3, Penguatan PFID:

Pemyusunan
Rencana Induk dan
Anggaran Blerbasls
Ebektronil

1. Membuat [/ menyusun kebijakan,
regulasi dan prosedur kerja sebagai
bahan aruan dalam penerapan SPEE;
2 Membangan infrastrukiur TIK untuk
menduking loyanan nternal
pemerintah dan layanan publik;

3 Pembangunan dan

pengembangan sistem imformasi data
terintegraak,

Penyelenpgaraan
Metadsts Bistintik

Selctoral

1 Melaksanaian penyelenggaraan
statistik sektoral meinlul Forum
Satu Drata;

2. Melakukan Pengumpulan,
pengoiahan dan anafisia, seria
discminasi/publikasi Dnta Sratistik
Zelctoral Eabupaten Kepulsusn
Belaynr;

1 Peninghkatan kapasitas

SOM penpgelols Dala Bratistik
Bektorul,

HKualiths Sumber
Daym Eeamanan

Pemerintah Daerah

Melaksanakan pengadaan sarmna dan
prasarana serta peninglatan
kunlifikasl wknis untuk 306 pada
Bidang Peramndian.
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Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunilkasi, Informatika, Statistik

dan Persandian sebagal berikut ;

Meningkatkan pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan
informasl publik.

Untuk meningkatkan pelayvanan informasi publik dalam rangka keterbukaan
informasi publik perlu dilakukan penguatan kelembagran dan regulasi,
memanfaatkan teknologl  informasi serta  meningkatkan  partisipasi
masyarakat. Hal ini dilakukan melalul penyediaan informasi secara aktif,
mempercepat  dan  mempermudah  proses  pelayanan, meningkatkan
kompetensi petugas  pelayanan, serta memastikan transparansi dan
akuntabilitas badan publik. Penpuatan Kelembagaan dan Regulasi dengan
menyediakan dan menetapkan regulasi vang mendukung keterbukaan
informasi public. Pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan
platform digital, menggunakan website resmi, aplikasi, dan media sosial
untuk menyebarkan informasi secara cepat dan mudah diakses oleh
masyarakat dan melengkapt sarana pelayanan informasi untuk mendukung
pelayanan yang lebih baik. Peningkatan Kualites Pelayanan dengan
mempercepal dan mempermudah proses penyelesaian permintaan informasi,
meningkatkan kompetensi dan  profesionalisme dalam  melayani, dan
meminimalisasi biaya untuk pelayanan informasi, Partisipast dan
Akuntabilitas Masyarakat melalui penyediaan informasi secara proaktif
dengan mempublikasikan informasi publik secara berkala, serta merta dan
tersedia setiap sast melahni berbagai kanal, dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja badan publik untuk
memastikan transparansi dan aloantabilitas yang lebih baik,
Memperbanyak produksi konten Informasi publik disertai dengan
peningkatan kualitas konten.

Produksi konten informasi publik melalui berbagai media dan meningkatkan
kualitas konten dengan membuat konten yang originil dan bernilai tinggl serta
mengoptimalkan elemen visual, menjaga agar konten tetap terbaru dan akurat
serta memastikan konten mudah dibaca dan dipahami. Peningkaian kualilas
koenten dilakukan dengan memperbanu konten secara berkala, memperkuat
aspek visual, menciptakan konten vang orisinal dan berharga serta memahami
kebutihan audiens.
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3. Penguatan PPID
Penguatan PPID adalah upaya strategis untk meningkatkan kapasitas
pengelolaan dan pelayanan informasi puublik agar lebih cepat, tepat dan
akurat yang meliputi aspek struktur SDM dan Anggaran, Infrastruktur dan
suprastruktur. Tujuannya adalah untuk memperkat keterbukaan informasi
publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik
yang dilakukan melalui pelatihan, koordinasi antar Lembaga dan
penyesuaian sistem. Strateg penguatan PPID antara lain melalui pelatihan
dan bimbingan telnis untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber
daya manusia di bidang pelayanan informasi, membangun sinergi antara
pemerintah pusat, daerah dan Lembaga terkait lainnya untuk menyelaraskan
pemahaman dan pelayanan  informasi  publik  yang berkualitas,
mengembangkan  system  pelayanan informasi yang efisien termasuk
penanganan permintaan informasi sesuai kategorl | dikecualikan, segera,
berkalal dan mengimplementasikan teknologi, Menegakkan dan mematuhi
Hegulasi vang mengatur keterbukaan informasi public dan memastikan
masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, tepat dan sederhana
SCriA menjaga transparansi dan akuntabilitas badan public.
4. Membuat /| menyusun kebljakan, regulasi dan prosedur kerja sebagai
bahan acuan dalam penerapan SPBE
Penyvusunan kebijakan, regulasi dan prosedur kerja dalam penerapan SPBE
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 Yahun 2018 tentang SPBE.
Proses ini mencakup dua aspek utama yaitu kerangka kebijjakan dan rincian
prosedur kerja.
Penyvusunan kebijakan dan regulasi internal SPBE harus selaras dengan
argitektur dan kebijakan SPBE Nasional vang mencakup 4 Domain
utama vaitu tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, Teknologi Informasi dan
Komunikasi [TIK) dan Sumber Daya Manusia SPBE.
Penyusunan Prosedur Kerja (S30P) SPBE yang merupakan langhkah-
langkah operasional yang rinci meliputi Prosedur manajemen layanan
SPBE, Prosedur manajemen keamanan informasi, Prosedur manajemen
data, dan Prosedur pemantauan dan evahoasi,
Dengan Menvusun kerangka kebijakan dan prosedur kerja yang terstrukiur
diharapkan penerapan SPBE secara terpadu, efektil dan mendukung tata
Kelola pemerintahan yang baik.
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Membangun infrastruktur TIK untuk mendukung laysnan intermal
pemerintah dan layanan publik

Membangun infrastruktur TIK untuk mendulung layanan pemerintah
melibatkan pembangunan jaringan, pengembangan pusat data dan integrasi
system layanan untuk menciptakan pemerintahan berbasis elektronik yvang
efisicn, transparan, dan akuntabel untuk pelayanan public yang lebih baik
dan pengelolaan internal yang efektif. Komponen utama infrastrukiur TIK
adalah jeringan komunikasi, pusat data, infrastruktur cloud computing dan
akses internet. Langkah langkah implementasi pembanpunan infrastruktur
TIK antara lain inregrasi  system, pengembangan platform - digital,
peningkatan keamanan siber, pelatihan SDM, dan pendanaan. Manfaat yang
diharapkan dengan tersedianyva infrastrukiur TIK adalah  peningkatan
efisiensi, peningkatan transparansi, peningkatan kepuasan publik, dan
pengambilan Keputusan yang lebih baik.

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi data terintegrasi
Pembangunan svstem informasi data yang terintegrasi adalah proses
menggabunglkan berbagai system dan sumber data yang terpisah menjadi
satu kesatuan yang terhubung untuk meningkatlan efisiensi, akurasi dan
akzesibilitas informasi. Tahapan pembangunan sysiem informasi data
teriniegrasi antara lain perencanasan strategis, perancangean arsitektur,
pengembangan  system, integrasi dan migrasi data, implementasi dan
pengujian, dan pelatihan dan pemelibaraan,

Melaksanakan penyelengparaan statistik sektoral melalul Forum Batuo
Data

Penyelenggaraan statistik sectoral melalui forum satu data adalah proses
kelaboratif antara BPS scbagai Pembina data, Dinas KominfoSP scbagai
Walidata dan produsen data lainnya untuk mewujudkan data yang akurat,
terpadu, dan depat dibagipakaiken guns mendukung perencansan den
pengambilan keputusan pembangunan daeerah, Forum Satu Data menjadi
wadah koordinas) dan komunikasi untuk mengatasi permasalahan dalam
penyelenggaraan  statistik  acktoral, memastikan data berkualites dan
mendorong transparansi serta akuntabilitas,

Melakukan  Pengumpulan, pengolahan dan  analisis, serta
diseminasi/publikesi Data Btatistik BSektoral Kabupaten HKepulavan
Balayar

Penpumpulan data dilalkukan dengan metode wawanaca, kuesioner atau
survel, observasi dan analsisi dokumen. Pengolahan data dilakbukan dengan
pembersihan data, pengkodean, tabulasi dan organisasi. Analisis data
dilakukan melalui metode teknis statistik, matematis, dan proses analisis dan
interpretasi, Diseminasi data dilakukan dengan metode umum melalui
laporan tertulis, presentasi, infografis dan publikasi ilmiah atau artikel.
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10.

Peningkatan kapasitas SDM pengelola Data Statistik Sektoral

Peningkatan kapasitas SDM pengelola data statistik sectoral dilalukan melalui
pelatihan dan pembinaan teknis untuk meningkatkan kemampuan SDM
dalam mengumpulkan, mengolah, validasi dan menyebarluaskan data secara
efeletifl dan wakurat. Upaya peningkatan kualitas sdm dilakukan dengan
pelatihan atau workshop, bimbingan teknis, kolaborasi antar instansi,
digitalisasi data, dan penetapan standar dan metadata, Peningkatan kualitas
SOM bertujuan untuk menghasilkan data yang berkualitas, mendultung tata
Kelola, mewujudkan satu data Indonesia, dan meningkatkan efelctivitas dan
efisien si.

Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan
kualifikasi teknis untuk SDM pada Bidang Persandian.

Peningkatan kualifikasi teknis untuk SDM bidang persandian dilabaskan melalui
berbagai upaya terpadu yang dipimpin oleh Badan Siber dan Sandi Negara
[BSSN) serta instansi terkait lainnya. Strategi utamanya mencakiup jalur
Pendidikan, pelatihan dan pengembangan karir dengan foeus khusus pada
sertifiknsi  kompetensi. Pelatihan  dilakukan melalui program  pelatihan
berkelanjutan dan program digital talent scholarship. Pengadaan sarana dan
prasarana melalui pengadaan laptop dan pemeliharaan aplikasi.
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4.1 PROGRAM, HECGIATAN, SUB KEGIATAN, KINERJA INDIKATOR, TARGET DAN

PAGU INDIEATIF

Kerangks perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah melibatkan beberapa tehapan, termasuk persiapan,
penvusunan rancangan awal, forum peranghat daernh dan perumusan rancangan
akhir. Tahapan ini bertujuan untuk memastiken bahwa program, kegiatan, dan
subkegiatan yang dirumuskan sejalan dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis
Perangkat Dacrah, seria sesual dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program /Kegiatan | Subkegiaian
Fenstra FD

B

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategl dan Arah Kebijakan
dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi, disusunlah program dan kegiatan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk Tahun 2025 - 2029
yang terkait dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Stalistik Serta

Urusan Persandian maka dirumuskan Program. Kegiatan dan BSubkegiatan
Rencana Strategis pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.1

Program Kegiatan /Subkegiatan Rencana Strategis
Dinas Homunikasl, Informatiks, Statiatik dan Persandian

NEPK DAN TUTUAN BABARARN | OTTCOM OUTPUT INDIRATOR PROCRAM f
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RPJMD YANG BUBHEOGIATAN

RELEVAN
1 2 a ) a3 [ T
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Primindur dlin CAERETERR DH'I'IH’-I‘-.
Kriberia (PR |
o Nngrinlings Sisbem Peanerimtahan
fimmas Herbaals Elektronik
s~ Mgt Indieis Keterbubaan
Eowrana  Irchik irted bradhabah Informasi Pabilk
tin  Anggaran Fublik
Merkasis Fonakais
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Dk pemerintah dan
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kabupateniot
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Meninghatkan komunikasl | yamg Dikelola Informast dan
bk Komunikasi Publik
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lersetiamya [siminh Fermahanan 4.rlayanan
nan Informes) [nformasi Fublik yang | Infonmasi Pabdik
i dimelesalkan
S persiuran
Perundangan
I.I'l'.'.lh.-rl.l.ﬂrl Pirmerifas: l.hl.l..l:ai. 5 Soeihalsasi
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Uralan Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Penpelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertujuan untuk
Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan serta program
dalam penyebaran informasi dan komunikasi publik pemerintah kepada
publik, serta mengelola layanan informasi publik, opini publik, dan media
komunikasi publik. Tujuan utamanya untuk mendukung program
prioritas nasional dan daerah, meningkatkan (transparansi serta
memastikan informasi strategis dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat melalui berbagai media. Fungsi utama Program Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik adalah penyebaran informasi,
penpgelolaan informesi publik, keterbukman informasi publik dan
membangun kemitraan, Kegiatan utama yang dilakukan yaitu
perencanaan den kebijakan, mengeleln konten, pelayanan informasi
publik, kemitraan dengan media, evaluasi dan pelaporan, dan
pengelolaan  opini publik, Indikater Outeome Program Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik adalah Persentase masyvarakal yang
menjadi sagaran penyebaran informasi puplik, mengetahui leebijalan dan
program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten /kota
dengan rumus perhitungan :

Jumlah masyarakal yang meryadl Sasaran
penyebaraninformast publik mengetahut kebijakan dan
program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah
lainnya

X 100 %
Jumlah Penduduk

* Pembilang
Jumlah keseluruhan masyarakat berusia 15-64 tahun yvang
mendapatkan atau mengetahul informasi publik berupa
kebijakan pemerintah dan  pemerintah  deerah, program
prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah
Kabupaten / Kota,

= Penyebut
Jumlah penduduk berusia 15-64 tahun yang menjadi
sasaran penyebaran informasi publik yang sudah maupun
belum mengetahui kebijakan dan program prioritas

Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota,

128



2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika merupakan serangkaian kegiatan
merencanakan, mengembangkan, mengelola dan mengevaluasi system dan
program aplikasi pemerintah, termasuk pengembangan ekosistem dan tata
Kelola e-government [pemerintahan berbasis elektronik] serta infrastruktur
jaringan yang mendukungnya. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
dimaksudkan untuk menata proses, memastikan kepatuhan terhadap
peraturan, dan meningkatkan layanan publik melalui teknologi informasi.
Tujuan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yaitu pengembangan
aplikasi, tata Kelola, integrasi system, pengelolaan infrastruktur TIK dan
peningkatan pelayanan publik. Aspek utama Program Pengelolaan Aphkas
Informatika  yailu perencanaan, pengebangan, pengelolaan website,
koordinasi dan menitoring dan evaluasi. Indikator Program Pengelolaan
Aplikasi Informatika adalah Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan
secara online dan terintegrasi dengan rumus perhitungan :

Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan
terintegrasst

X100 %
Jumlah layanan publik

= Pembilang
Jumlah Layanan publik vang diselenggarakan secara online
dan terintegrasi scehingga menjadi satu kesatuan alur kerja
yang mudah untuk diakses, yang ada di pemerintah daerah
Kabupaten /Kota.

* Penyebut
Jumlah keseluruhan Layenen Publik secara online di Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sudah maupun
belum terintegrasi
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3. Program Penyelenggaraan Btatistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah serangkaian leegintan
vang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan
mempublikasikan data statistik yang spresifik sesuai kewenangan dan
kebutuhan  mereka demi mendukung pembangunan dasrsh  dan
perencanaan  kebijakan, yang dilaksanakan melalui koordinasi dan
pembinaan lintas instansi untuk mewujudkan satu data Indonesia yang
akurat dan terintegrasi. Kegiatan utama Program Penyelenggaraan Statistik
Sektoral meliputi pembinaan dan pelatihan SDM statistik, pengembangan
aplkasi data, evaluasi kualitas data sectoral, hingga penyediaan data
melalui portal data terbuka. Tujuan Program Penyelenggaraan Statistik
Sektoral antara lain mendukung pembangunan berbasis data, mencapai
Satu data Indonesia, meningkatkan kualitas data dengan kegiatan utama
antara lain pembinaan dan pelatihan, pengembangan system dan splikasi,
koardinasi dan kolaborasi, evaluasi dan penialian kualitas dan pengelolaan
data sectoral. Manfaat penyelenggaraan statistik seletoral menciptakan
perencanaan yang akurat, pengambilan keputusan yang tepat, dan tuta
Kelola pemerintahan vyang baik Indikator Outcome Program
Penyelenggaraan Statistik Scktoral adalah Persentase pemenuhan data
statistik yang memenuhi Haidah Satu Data Indonesis dengan rumus
perhitungan :

Jumlah dola statistik yang memiliki capaian pada tahun berialan dan
memenuhi kaidah satu data

X 100 %
fumlah seluruh data berdasarkan daftar data dan data prioritas yang telah
ditetapkan pada tahun dimaksud

* Pembilang
Jumlah data statistik yang memilild capaian pada tahun berjalan dan
memenuhi kaidah satu data vang memenuhi beberapa prinsip penting
seperti terstandar, memiliki metadata, menggunakan kode refercnsi,
interoperabilitas serta dapat diakses, dipertanggungjawabkan dan
dibagipakaikan antar instansi

* Penyebut
Jumlah data statistik yang memiliki capaian pada tahun
benalan dan memenuhi kaidah satu data
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4, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Program Penyvelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informas: adalah
upaya pemerintah untuk menjamin keamanan informasi melahai
penyusunan norma dan prosedur keamanan informasi, penyediaan
layanan persandian pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pengadaan
pelatihan kesadaran keamanan informasi, pengadasn perangkat keras dan
lunak persandian, serta pemantauan dan evaluasi keamanan informasi
pemerintah  daerah. Program Penyelenggaraan Persandian untuk
Pengamanan Informasi bertujuan menjaga kerahasiaan, keutuhan dan
ketersediaan inforrmasi  pemerintah  dacrah dengan menggunakan
pendekatan elektronik dan non-elektronik, Kegiatan pokok dalam Program
Penyelenggaraan Persandian  uniuk Pengamanan Informasi  yaitu
penyusunan kebijakan, pemberian layanan persandian, pengelolaan
jaringan dan infrastruktur, bimbingan teknia dan peningkatan kapasitas,
pemantauan dan evaluasi dan analisis dan mitigasi nsiko, aspek penting
dama Penvelenggaraan Persandian adalah koordinasi dengan Badan Siber
dan Sandi Negara (BSN), Adanya dukungan anggaran dari APBD dan
Pelaporan hasil pelaksanasn program Sccara berkala dan Menyusun
Laporan Penyelenggarann Persandian Tahunan [LP2T). Indikator Outcome
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dengan Rumus Perhitungan :

Jumlah nilai per area keamanan informasi
X 100 %

Jumiah area penilaian

* Pembilang
Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai
alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanarn
informasi oi suatu organisasi atau Pemerintah
Kabupaten /Kota, dilakukan secara selfl assessment untuk
kemudian diverifikasi oleh BSSN.

= Penyebut
Jumlah nilai keseluruhan [maksimal) area penilaian yaitu 645,

131



Uraian Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan
pagu indikatif

Dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan uraian
subkegiatan beserta kinerja, indilator, target, dan pagu indikatif dilakukan
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomaor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah dimutakhirkan
melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 904, 1-2850
Tahun 2025 scbagai perubahan ketiga atas Kepmendagri Momor 050-5889
Tahun 2021, Pemutakhiran tersebut merupakan hasil dari proses verifikasi,
validasi, dan inventarisasi nomenklatur yang bertujuan untulk menvelaraskan
program dan kegiatan dasrah dengan dinamika kebutuhan pembangunan dan
regulasi nasional,

Eesesualan antara nomenklatur dan struktur anggaran sangal penting
dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program. Berdasarkan data
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negerd, hingga
tahun 2024, tercatat lebih dari 15.000 nomenklatur kegiatan yang telah
disesuaikan dan divalidasi dalam sistem informasi pemerintahan deerah. Hal
ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat integrasi
sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Dengan menggunakan nomenklatur vang telah terstandardisasi,
pemerintah daerah dapat menyusun dokumen perencanaan seperti REPD,
Renja OFPD, hingga APBD dengan lebih sistematis dan terubour. Kinerja
subkegiatan divkur berdasarkan indikator vang spesifik, terukur, dapat
dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART), vang pada akhirnva akan
mendorong pencapaian target pembangunan daerah secara lebih akurat dan
ciisien. Misalnya, dalam subkegiatan peningkatan kapasitas SDM ASN,
indikator yang digunakan bisa berupa jumlah pelatihan yang terlaksana,
persentase peninglkatan kompetensi peserta, serta realisasi serapan anggaran,
yang selurahnya beronentasi pada output dan outeome.

Lebih dari sekadar ketentunn administratif, penerapan nomenklatur ini
juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengawasan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIF) serta memudahlean Badan Pemeriksa
Kewangan (BPK] dalam melakukan audit kinerja. Dengan demikian,
penyusunan subkegiatan yang merujuk pada regulasi ini buken hanya
memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan
yang baik (Good Governance) serta akuntabilitas publik yang lebih tinggi.
Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar pada
Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:
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4.2 PROGRAM, HKEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANGO MENDUKUNG

FROGRAM FRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana program prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian berisi program-program prioritas untuk mencapai visi  misi
pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, Masing- masing
program mempunyai target indicator kKinerja untuk mengukur capaian rencana
pembangunan setiap tahun. Sedangkan pagu indikatil merupakan bentuk asumsi
kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana daerah untuk
membiayai pembangunan selama 5 tahun.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistit dan
Persandian yang direncanakan untuk periode 2025-2029, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
A Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerfa Perangkat
Dasrah

Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koardinasi dan Penyusunan Dokumen REA-SKPD

Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyvusunan DPA-SKPD

Koordinagi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan [khtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

h. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

1. Pelaksansan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan
yang Diampu dalam Rangks Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

J-  Penyelenggeraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

k. Penyvusunan Dokumen Perencansan Urusan Selain Renstra PD dan
Renja PD

1. Simkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam REengka
Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis
Pembangunan

m. Koordinasi Peninghatan Partisipasi Masyaralkat dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah vang Diampu

B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN

¢, Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

e oA g

=
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h.

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dann Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKFD
Pengelolaan dan Penyiapan Hahan Tanggapan Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisnsi Anggaran,

C. Administrasi Barang Milik Dasrah

a.

+]
C.
d

f.

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milile Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada
SKPD

Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerabh pada
SKFD

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pemanfastan Barang Milik Dasrah SKPD

D Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

pop g P

Fmo=on

-

5}
k.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawad

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Eoordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawad

Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Pemindahan Tugas ASN

Pendidikan dan Pelatihan Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

E Administrasi Umum Perangkat Dasrah

a,

FR e R g

gk

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penvediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penvediaan Peralatan Rumah Tangea

Penyvediaan Bahan Logistik kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyedinan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan haban/ Material

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKFD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Dulcungan Pelaksanaan Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik
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F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daecrah
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau HKendaraan Dinas

Jabatan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Alat besar

Pengadaan Alat Anghutan Darat Tak Bermotor

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Pengadaan Aset Tetap lainnya

Pengadaan Asct Tidek Berwujud

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarane dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan

T@E M~ oan

L
.

Lainnya
k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
G Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Sural Menyurat
b. Penyvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<. Penyvediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
H Pemeliharnan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan pemerintahan
Daerah
#. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharesn dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediann .Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendarasn Dinas Operasional atau Lapangan
e, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat
Besar
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biava Pemeliharaan dan Perizinan Alat
Angkutan Darat Tak Bermotor
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kanter atau
Bangunan lainnya
k. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan lainnyva
L. Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah

@ o~

i
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2. Program Informas! dan Komunikasi Publik
A Pengelolaan Informasi dan Homunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
g, Relasi Media
b. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
¢,  Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi
di Daerah dalam Rangkna Penvelesaian Sengketa Informasi Publik

d. Pelayanan Informasi Publik

e.  Sasializsasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
{. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

£ Diseminasi Informasi

h. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Penyusunan Strategli Komunikasi Publik
J-  Penyusunan Konten
k. Penguatan Kapasitas Sumber Dayva Manusia Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
A Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah
Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
A,  Pengelolann Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
B. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/HKota
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

5 s
a

Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab )/ Kota
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Dacrah yvang
terintegrasi

e noT o op

e. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas
Kominfo

. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus

yang sesupi dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah

dasrah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

h. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan

i,  Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi
penyelenggaraan SPBE

j.  Penyediaan Akses Internet

k. Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SFBE meliput
arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan

anggaran SPBE Pemerintah Daerah
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]. Koordinasi dan Fasilitasi Penvelenggaraan Kabupaten atau Kota
Cerdas
m. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
A Penyelenggaraan  Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Hota
a. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik
Nasional
Pemenuhan Prinsip Saiu Data Indonesia
Peningkatan Kualitas Statistik Selktoral
Keapasitas Kelembagaan Bratistik Sektoral
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
A Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring
Komunikasi Bandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
c. Pelaksanaan Keamanan Informaai Pemerintahan Dasrah
Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
d. Penyediaan Layanan Keamanan Informesi Pemerintah Daerah
HKabupaten /Kota
B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota
a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten [ Kota

el T+ -

4.3 Program/ HKegiatan/ Subkegiatan yang mendukung program prioritas
pembangunan daerah

Program Prioritas merupakan serangkalan kegiatan yang diselenggarakan
oleh perangkat daerah yang secara strategis ditetapkan sebagai fokus utama
dalam pelaksanaan pembangunan, baik sscara langsung maupun tidak langsung,
guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program ini tidak
hanya mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga merupakan
instrumen penting dalam memenuhi layanan dasar dan Standar Pelayanan
schagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional, Keberadaan program prioritas
sangat lkrusial dalam menjamin efektivitas pelaksansan pembangunan daerah
karena dirancang untuk merespons tantangan aktual serta memanfaatkan potensi
lokal secara optimal.
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Frogram Prioritas Utama Dinas Komunkasi, Informatiika, Statistik dan

Persandian meliputi :

1. Digitalisasi Pemerintahan [SPBE), menerapkan SPBE adalah Langkah
strategls untuk mewujudkan misi pertama Pemrintah Kabupaten Kepulauan
Selayar dalam meninglkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan
adaptif.

2. Penyediagan Akses Informasi dan Konektivitas, dengan menyediakan dan
memperkuat akecs informasi serta konektivitas bagi masyarakat.

3.  Literasi Publix Digital melalui media sosial, website resmi, dan kanal
komunikasi pemerintah daerah, mendorong penyebarluasan informasi dan
memperkuat pemahaman masyarakat tentang berbagai hal termasuk
mendukung program koperasi lokal.

Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
[RPJMD] Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 2029, Program prioritas
dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan sektoral, capaian pembangunan
scbelumnya, serta proyeksi dinamika sosial-ekonomi lima tahun ke depan.
Dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, partisipatif, dan berorientasi
hasil, program prioritas ini tidak hanya menjadi panduan pelaksanaan
pembangunan tahunan, tetapi juga sebagai alat akuntabilitas publik dan
instrumen pengendalian pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, sinerg
lintas sektor dan konsistensi implementasi menjadi  kuneci  keberhasilan
pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang pada akhirnya
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing,
dan inklusif. Adapun Daftar Sublegiatan Prioritas pada Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Eepulauan Selavar dapat dilihat
pada Tabel 4.4 berikut ini :
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Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan
Daerah
Dinas Komunikasi, Informatilka, Statistik dan Persandian

1 | Pengelolaan Meninglatnya Kegiatan :
Informasi dan keterbukaan Pengelolaan Informast | ini dilaksanakan
| Komunilkasi Informasi Publik | dan Komunikasi dengan aktivitas :
Publik dan Pemahaman | Publik Pemerintah 1. Publikasi /
Masyaralat Daerah Promosi Produk
terhadap Kabupaten / Kota melalui Layanan
kebijakan serta Sub Hegiatan : Media Online
Program Prioritas | Penyusunan Konten
Pemerintah
Daerah
Pengelolaan Meningkatnya Kegiatan : Program priorilas
apkikasi Kualitas dan Pengelolaan e- ini dilaksanakan
Informatika Kemudahan Government di dengan aklivitas :
akses layanan Lingkup Pemerintah 1. Penguatas
publik berbasis Daerah Kerangka
digital yang Kabupaten / Kota Kebijakan dan
terintegrasi kelembagaan
Sub Kegiatan : SPBE
1. Koordinasi dan
Fasilitasi Promosi
Literasi SPBE
dan /atau
Eolaboras
Fenyelenggaraan
IPBE
Program Meninghkatnya Kegiatan : Program prioritas
Penyvelenggaraan | kualitas data Penyelenggaraan ini dilaksanakan
Statistik statistik selctoral | Statistik Sektoral di dengan aktivitas
| Sektoral dalam rangka Lingkup Pemerintah 1. Pelatihan dan
menciptakan tata | Daerah Kabupaten pendampingan
kelala Kota penyediaan
erintahan data
yang efisien dan Fub Kegiatan ! pembangunan
profesional Peninghatan Kualitas bagi produsen
Statistik Seltoral data sesuai
dengan prinsip
satu data
Indonesia dan
mendukung
sistein statistik
nasional
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4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Ttama

Fenentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD
melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan
indikator yang terseleksi. Tujuan dan sasaran dalam konteks Rencana
Pembangunan Jangkah Menengalh Dacrah (RPMD) Kabupaten Kepulavan Selayar
merupakan elemen kunci dalam perencanaan strategis yang bertujuan untuk
menangani isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah. Tujuan
diartikan sebagai pernyataan yang mencakup hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai kondisi yang diinginkan dalam janghka waktu tertentu, sedangkan sasaran
merujuk pada hasil spesifik vang diharapkan dari pencapaian tujuan tersebut, yang
harus dirumuskan secara terukur, speaifik, dan realistis, Berdasarkan perumusan
I8U-i8U strategis dan keterksitan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Repulauan Selayar maka perumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta
indikator yang disertai dengan target 5 (lima) tahun dapat dicermati pada Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama [IKU) dan Tabel 4.6 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
berikout ind:
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4.4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas
HKomunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 schagai
berikut :

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Bidang Kemunikasi dan Informatika memiliki 3 Program Kegiatan
yaitw

@  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kota
Indikator Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota sebagai berikut :

Persentase Capaian Realisasi Anggaran
Persentase Capaian Realisasi Anggaran adalah perbandingan
antara anggaran yang telah direalisasikan dengan total anggaran
yang direncanakan dalam periode tertentu.

Realizsasi anggaran

Anggaran yang Direncanakan
Persentase Capainn Kinerja
Persentase Capaian Kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan
dalam mencapai target vang telah ditetapkan, dihitung dengan
membandingkan realisasi dengan target yang seharusnya.
Realisasi Kinerja

Target Kinerja
= Persentase Realisasi Capaian Indikator Kinerju Kunci
Perscntase Beallsasi Capaian [ndikator Kinerja Kunci adalah
ukuran yeng membandingkan kinerja aktual dengan target yang
telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan.
Jumlah Realizasi Capaian IKK

Jumlah Target Capaan IKK
b, Program Pengelolaan Informas dan Komunikasi Pubiik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan
indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyvebaran
informasi pubhk, mengetahul kebijakan dan program priontas
pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Informasi
Publik adalah informasi yang secarsa umum tersedia dan dapat
diakses oleh masyarakat omum dengan fujuan memberilan
transparansi dan akuntabilitas dalam Tindakan publik dengan IKK
yaitu Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran
Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program  Prioritas
Pemerintah dan Pemernntah Daerah Kabupaten/ Kota.
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Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informas
publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan
pemerintah daernih kobupalens koto

Jumlah Masyarakat
o Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Frogram Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Indikator
Persentase Lavanan Publik yang diselenggarakan secara online dan
terintegrasi. Layanan Publik adalah layanan vang disediakan oleh
pemerintah  atau  entitas yvang didanai oleh pemerintah  untul
memenuhi kebumihan dan kepentingan masvarakat secara umum,
Tujuan dari layanan publik adalah untuk memberikan manfaat
kepada masyarakat, memastikan kesejphteraan social, dan
memenuhi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga
kepentingan public, dengan indikator kinerja kunci :

1. persentase Perangkat Dacrah yang Terhubung dengan Akses
Internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika,
dengan rumus perhitungan scbagai berikun -

Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana daerah yang
terhubung dengan akses intermet yang disediakan oleh Dinas
Kominfo

Jumlah Peranghkat Daerah dan atau unit pelaksana teknis daerah

<. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara online
dan Terintegrasi, dengan rumus perhitungan :

Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan
terinfegrast

Jumlah layanan publik

Urusan Bidang Statistik dengan Program Penyelenggaraan Statistik
Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase
Pemenuhan data statistik yang memenuhi kaidah Satu Data Indonesia,
Data statistik yang memenuhi kaidah Satu Data Indonesia adalah data
yang memilik standar, memiliki metadata, memenuhi  kaidah
interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi/ data induk, data
ini harus akurat, mutakhir, dan terpadu sehingga dapat dibagipakaikan
antar perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Prinsip-prinsip data statistik
yang memenuhi kaidah Satu Data Indonesia vaitu memenuhi standar data
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dimana data yang dihasilkan harus sesuai dengan standar yang berlaku
lintas instansi pusat dan /atau daecrah yang ditetapkan oleh Pembina Data
tingkat pusat. Memiliki Metadata yaitu data harus dilengkapi dengan
metadata [informasi tentang data) vang terstruktur dan dalam format baku.
Metadata mencakup metadata kegiatan, metadata variable, dan metadata
indikator statistik. Memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data yaitu data
harus dapal dipertukarkan dan dipahami olch system atau perangkat
daerah yang berbeda. Ini memungkinkan data dapat diakses,
dibagipakaikan dan digunakan secara terintegrasi. Mengpunakan Kode
Referensi yaitu data harus menggunakan kode standar yang konsisten dan
dapat dihubungkan dengan data lain yang relevan untuk memastikan data
yang dihasilkan dari sumber yang berbeda tetap konsisten dan terpadu,
Tujuan dan manfast data statistik vang memenuhi kaidah satu data
Indonesia adalah mewujudkan data yang akurat dan mutakhir,
Mendukung perencanaan pembangunan, meningkatkan keterbukaan dan
transparansi data dan mewujudkan Sistem Statistik Nastonal, Indikator
Kinerja Kunci Urusan Statistic Kabupaten/Kota adalah Persentase
Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data berdasarkan
Forum Satu Data Daerah dengan rumus perhitungan :

Jumlah daftar data yang dilaperkan kepada wali data berdasarkan
kesepakatan forum satu data daerah

Jumlah daftar dato yang disepakat oleh forum satu data daerah

Urusan Bidang Persandian dengan Program Penyelenggaraan
Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelengpgaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
dengan Indikator Tingkat Keamanan Informasi. Tingkat Keamanan
Informasi Pemerintah mengukur kesiapan penerapan  dan
kelenghkapan keamanan informasi  suatu  instansi  dengan
mengeunakan svstemn penilaian dari BSSN yvang mengacu pada
standar IS0 27001, Indikator Kinerja Kunci yaitu Persentase Tingkat
Kematangan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah. Rumus

perhitungan yaitu jumlah hasil nilai indeks keamanan informasi
{H'_A,.MH d.[hp.si jum]nh ailai lkesel;uruhan maksimal area p-en'i'ln'in'n

yaitu 918,
Nilai fndeks Keamanan nformast (KAMI) hasid verfTkasi

Nilai Optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918}
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4.7

INDIKATOR SDGs

Indikator SDGs adalah wukuran statistik yang digunakan untuk
mengevaluasi pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
{SBustainable Development Goals] sccara global dan nasional. Indikator ini
membantu memantan kemajuan dalam mengakhiri kemiskinan, kelaparan,
serta mencapai pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan tujuan
lingkungan lainnya hingga Tahun 2030, Fungsi indikator SDGe yaitu
menjadi alat ukur untuk melihat tercapainya target pembangunan,
membantu pemerintah pusat dan dasrah menyusun kebijakan yang terubour
dan efelctifl, menjadi dasar laporan resmi untuk menunjukkan bukti capaian
pembangunan, dan memberikan acuan bagl akademisi, dunia usaha dan
masyarakat sipil untuk berkontribusl. Indikater 3DGs termuat dalam
Peraturan Presiden MNomor 111 Tehun 2022 teniang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
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Rencana Stratcgis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Kepulauan Sclayar Tahun 2025-2029 telah disusun
berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan
Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi
dengan para pemanglku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistil dan
Persandian di Kabupaten Kepulauan Selayar, partisipasi seluruh unit kerja
Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian HKabupaten
Kepulauan Selayar, serta dengan mempertimbangkan capaian kinera
pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistilk dan Persandian
yang berada pada dua bagian sebelumnya. Hingga saat, ini serta melalukan
penyesuaian dengan Renstra Kemkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan
Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Frovinsi Sulawesi Selatan, Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi,
Infomatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulavan Selayar telah
mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungiawal,
memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi
pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan,

Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan program
yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam
rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Renstra ini jugs menjadi
dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima
tahunan.,

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang
dimiliki, penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan mampu
mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategis baik internal meupun eksternal dinas dalem lingkup Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar,

Kesimpulan Substansial Rencana Strategis Dinaes Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kebupaten Kepulauan Selayar adalah
rencana strategis yang merinci upaya Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian untuk mewujudkan tujuan pembangunan dacrah
dengan fokus pada transformasi digital, pengembangan infrastruktur dan
aplikasi, perlindungan data pribadi, pengelolaan komunikasi publik dan
media, serta penguatan kapasitas sumber dava manusia bidang TIH.

Kaidah Pelaksanaan HRenstre mencakup tahapan pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi, bertujuan untuk mencapai visi dan misi Perangkat
Dacrah. Pelaksanaan Renstra mengikuti prinsip keselarasan dengan RPIMD
dan Dokumen perencanaan lan serta didasarkan pada tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang melibatkan pengukuran kinerja secara perindic
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dan pelaporan konerga untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pencapaian
tujuan. Prinsip pelaksanaan Renstra meliputi keselarasan dengan dokumen
perencanaan yvang lebih tingg terutama RPJMD, berorentasi hasil dengan
focus pada pencapaian kinerja yvang terukur dan memberikan manfaat bagl
masyarakat, Adaptif dan Fleksibel dengan mempertimbangkan berbagai
situasi, kondisi, keunggulan, peluang, kendala dan tantangan yang dihadapi
Perangkat Daerah, dan Akuntabilitas vang mulai dari tahapan pelaksanaan,
pengendalian hingga evaluasi dapat dipertanggungjawablkan untuk menjaga
transperansi dan akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra adalah proses
pemantauan berkala (pengendalian) dan penilaian mendalam [Evaluasi)
untuk memastikan pencapaian tujuan strategis pembangunan serta untuk
mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul sslama pelaksanaan
program don keginten, Tujuang pengendalian dan evaluasi adalah untuk
mengukur kinerja, mengevaluasi kesesuaian rencana dengan kebijakan
anggaran serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode
berikbutnya atau untuk meningkatkan kuslitas pelaksanaan. Proses
pelaksanaan pengendalian meliputi monitoring, supervise dan pengendalian
anggaran. Proses pelaksanaan evaluasi meliputi penilaian kinerja, identifikasi
masalah, penilaian keselarasan dan perumusan rekomendasi, Tujuan utama
pengendalian dan evaluasi adalh untuk mengukur keberhasilan, memperbaiki
kualitas, memastikan konsistensi dan mengidentifilkasi kebutuhan,

Akhirnya, semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 dapat
bermanfaat bagl semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi
Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 yaitu “Bersama Membangun
Belayar Maju dan Sejahtera™.

HEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
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